‘Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa
pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi
pemerintahan daerah yang mengacu kepada standar
akuntansi pemerintahan dan ditetapkan dengan
Peraturan Walikota,;

bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan maka Peraturan Walikota
Nomor 53 tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah perlu dicabut dan diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun
2007 Nomor 5);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

>

Daerah adalah Kota Tangerang.
Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah
Kota Tangerang yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD Kota Tangerang.

Walikota adalah Walikota Tangerang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tangerang.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta
penyajian laporan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Subsistem Akuntansi SKPD adalah prosedur akuntansi
yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh
SKPD.

Subsistem Akuntansi PPKD adalah prosedur akuntansi
yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan,
penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau
kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam
rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD
oleh PPKD sebagai pengguna anggaran dan dalam rangka
pencatatan dan pelaporan transaksi dan/atau kejadian
keuangan yang berupa pendapatan kas yang diterima
SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke rekening
kas umum daerah setelah SKPD penerima
melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai
pendapatan daerah (contoh transaksi ini adalah hibah
BOS dari Provinsi Banten kepada Sekolah Dasar Negeri).
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Subsistem Akuntansi Kondolidasian adalah prosedur
akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi, mulai dari
pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi
dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan
APBD oleh PPKD sebagai konsolidator laporan keuangan
pemerintah daerah.

Subsistem Akuntansi BUD adalah prosedur akuntansi
yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kas
BUD dan dalam rangka pencatatan dan pelaporan
transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berupa
pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan
langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah
setelah SKPD penerima melaporkannya kepada BUD
untuk diakui sebagai pendapatan daerah (contoh
transaksi ini adalah hibah BOS dari Provinsi Banten
kepada Sekolah Dasar Negeri).

Subsistem Akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya
Kuasa BUD Aset Tetap adalah prosedur akuntansi yang
terdiri serangkaian proses, baik manual maupun
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
pelaporan aset tetap dan aset lainnya yang belum
ditetapkan status penggunaannya

Proses Akuntansi adalah serangkaian aktivitas yang
dimulai dari pencatatan setiap transaksi dan/atau
kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai dengan
pengikhitisaran transaksi dan/atau kejadian keuangan
tersebut.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah
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Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Perwakilan
Provinsi Banten.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa BUD Aset Tetap adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan akuntansi aset tetap dan aset
lainnya yang belum ditetapkan status penggunaannya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD yang
selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata wusaha keuangan atas
transaksi keuangan PPKD.

Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang
memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Entitas akuntansi terdiri dari BUD, PPKD, Kuasa BUD
Aset Tetap, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan
laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji
sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan
yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan
tahunan.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan
keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar
memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan
terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada
modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan
keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang
memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kode perkiraan buku besar akuntansi yang
terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil.
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Jurnal adalah catatan atas transaksi dan/atau kejadian
keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara kronologis.

Buku Besar adalah kumpulan
rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat
secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan
beban.

Buku Besar Pembantu adalah kumpulan rincian
rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat
secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan
beban.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah
laporan yang menyajikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal,
penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan
pembukuan tahun Sebelumnya, lain-lain, dan saldo
anggaran lebih akhir.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi
keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan
berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit
dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos
luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang
menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal,
rurplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. Sistem Akuntansi, meliputi;

1. Umum;

2. Subsistem Akuntansi;

3. Proses Akuntansi;

b. Pelaporan Keuangan;
c. Bagan Akun Standar;

d. Reviu Laporan Keuangan.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya
dikelola secara tertib sesuai dengan pedoman umum
sistem akuntansi pemerintahan daerah.

(2) Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
lampiran I.

Pasal 4

Periode akuntansi pemerintahan daerah meliputi masa 1
(satu) tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi:
Prosedur akuntansi anggaran,;

Prosedur akuntansi pendapatan;

Prosedur akuntansi beban dan belanja;
Prosedur akuntansi pembiayaan;

Prosedur akuntansi transaksi kas lainnya;
Prosedur akuntansi aset;

Prosedur akuntansi kewajiban;

e



(2)

(3)

h. Prosedur akuntansi koreksi transaksi pengembalian
pendapatan, belanja, dan beban.

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian
intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang
mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah
dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan.

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan - LRA, belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dalam Neraca serta pendapatan - LO dan
beban dalam Laporan Operasional.

b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan
menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

Pasal 6

Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) dirancang paling sedikit menyajikan:

a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan
tepat waktu;

b. Informasi tentang kemampuan Pemerintah Daerah
untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut
beban yang terjadi selama suatu periode;

c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan
anggaran secara akurat dan tepat waktu;

d. Informasi tentang ketaatan pada  peraturan
perundang-undangan; dan

e. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan
kondisi aset milik Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan
SAP dan Kebijakan Akuntansi.

Bagian Kedua
Subsistem Akuntansi

Pasal 7

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) terdiri dari subsistem akuntansi, meliputi:

a.
b.
o

d.

Subsistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD
Subsistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh PPK-PPKD
Subsistem akuntansi Konsolidasian dilaksanakan oleh
SKPKD;

Subsistem akuntansi BUD dilaksanakan oleh Kuasa
BUD; dan



e. Subsistem akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa
BUD Aset Tetap dilaksanakan oleh Kuasa BUD Aset

Tetap.

Bagian Ketiga
Proses Akuntansi

Pasal 8

(1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dicatat pada jurnal berdasarkan bukti transaksi yang
sah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya
transaksi dan/atau kejadian keuangan.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi
akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.

(4) Format jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Lampiran 1.1 sampai dengan Lampiran I.6.

Pasal 9

(1) Transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
selanjutnya secara periodik (harian) diposting ke dalam
buku besar sesuai dengan BAS.

(2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup
dan diringkas pada setiap akhir periode.

(3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo
awal periode berikutnya.

(4) Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Lampiran [.7.

Pasal 10

(1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar
pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan
informasi rekening tertentu.

(2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berisi rincian akun.

(3) Format buku besar pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran [.9.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 11
(1) Laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal
7 meliputi:



subsistem akuntansi SKPD:

1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
Laporan Keuangan Interim,;

Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran

b) Laporan Operasional

c) Neraca

d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan

e) Catatan atas Laporan Keuangan
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subsistem akuntansi PPKD :

1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

2. Laporan Keuangan Interim

3. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran

b) Laporan Operasional

c) Neraca

d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
e) Catatan atas Laporan Keuangan

subsistem akuntansi Konsolidasian:

1. Laporan Keuangan Interim

2. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
a) Neraca
b) Laporan Operasional
c) Catatan atas Laporan Keuangan

subsistem akuntansi BUD:

1. Laporan Keuangan Interim, terdiri dari:
a) Laporan Arus Kas
b) Catatan atas Laporan Keuangan

2) Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
a) Laporan Arus Kas
b) Catatan atas Laporan Keuangan

subsistem akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya
Kuasa BUD Aset Tetap:
1. Laporan Keuangan Interim, terdiri dari:
a) Neraca Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD
Aset Tetap Interim
b) Catatan atas Laporan Keuangan
2. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
a) Neraca Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD
Aset Tetap Akhir Tahun
b) Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan yang dihasilkan sebagaimana pada ayat (1) diatas
dikonsolidasikan menjadi laporan entitas pelaporan yang
meliputi:

a.

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan Keuangan Interim

Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah,
terdiri dari:



Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional,;

Neraca;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.
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Pasal 12

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Laporan keuangan interim entitas akuntansi SKPD, PPKD,
Konsolidator dan BUD disampaikan paling lambat tanggal
15 setelah triwulan berakhir kepada Walikota melalui
PPKD;

Laporan keuangan interim entitas pelaporan disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir
kepada Walikota;

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan
dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPD paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berkenaan kepada Walikota melalui PPKD,;

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan
dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya disampaikan paling lambat akhir
bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRD;
Laporan Keuangan Tahunan SKPD disampaikan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
kepada Walikota melalui PPKD;

Laporan Keuangan Tahunan PPKD dan Konsolidasian yang
disusun PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota,
Laporan Keuangan Tahunan BUD disampaikan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
kepada Walikota melalui PPKD;

Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah  Daerah
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir kepada BPK.

BAB V
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 13

(1) Untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan APBD
serta  pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah perlu dibuat BAS.

(2) BAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.

Akun Neraca:
1. Akun Aset;



2. Akun Kewajiban;
3. Akun Ekuitas.
b. Akun Laporan Realisasi Anggaran:
1. Akun Pendapatan-LRA;
2. Akun Belanja;
3. Akun Transfer-LRA;
4. Akun Pembiayaan.
c. Akun Laporan Operasional:
Akun Pendapatan LO;
Akun Beban;
Akun Beban Transfer-LO;
Akun Beban Non Operasional;
Akun Beban Luar Biasa.
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(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran II.

Pasal 14

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) selanjutnya dikelola oleh PPKD termasuk penyesuaian
apabila terjadi perubahan berdasarkan ketentuan yang berlaku
dengan keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI
REVIU LAPORAN KEUANGAN

Pasal 15

1. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3,
Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ angka 2, pasal 11 ayat (1) huruf d
angka 2, dan pasal 11 ayat (1) huruf e angka 2 sebelum
disampaikan kepada Walikota melalui PPKD direviu terlebih
dahulu oleh Inspektorat.

2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf c sebelum disampaikan kepada BPK untuk
tujuan pemeriksaan direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat.

3. Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditanggapi dan dilakukan penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Penyusunan laporan keuangan tahun 2013 disajikan
berdasarkan basis kas menuju akrual yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.



(2) Dalam rangka persiapan penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual pemerintah daerah memulai proses
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Basis akrual
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan untuk laporan keuangan
tahun 2013.

(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
adalah untuk tujuan penerapan basis akrual pertama kali

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan -
Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008
Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 opeuber 2012

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 opember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 3¢



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAERAH

PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAERAH

I. SIKLUS AKUNTANSI

Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan,
peringkasannya, dan pelaporan keuangan sebagaimana digambarkan pada
diagram alur di bawah ini :

SIKLUS AKUNTANSI

f DOKUMEN CATATAN LAPORAN
; =
j o Ditetapkan
; DPRD
| Jenis-jenis transaksi dan/ —
| atau peristiwa keuangan APBD
‘ Pemda
} Y
| | Dokumen :
- Surat Ketetapan/Keputusan vy
. Pendapatan/Pengeluaran ]
- BAST, Daftar Gaiji
- SPJ, SP2D, STS L Realisasi APBD
- Bukti Memorial {
j - Bukti Pendukung lainnya |
|
' Pencatatan dan
{ Penggolongan
|
| Buku Jurnal Buku Besar Laporan
| : A Keuangan
i : I -
|
fL ——»/  Buku Pembantu Kertas Kerja
- Bukti Pendapatan i }
- Bukti Beban : |
[ - Bukti Penerimaan Kas
| - Bukti Pengeluaran Kas
I - Bukti Memorial :
1 ’ ¢ - Laporan Realisasi Anggaran
- Jurnal Anggaran :
e
77777 - Jumnal Utang . Kumpulan Rekening il Ne‘:a P fona
| - Jurnal Penerimaan Kas (Ringkasan dan Rincian) La o::n Perubahan Ekuitas
- Jurnal Pengeluaran Kas =capl er n Exul
. - Laporan Arus Kas
- Jurnal Umum
- Catatan atas Laporan Keuangan




II. PEMBUKUAN BERPASANGAN (DOUBLE ENTRY)

Transaksi keuangan dicatat secara berpasangan (double entry), yaitu
pencatatan transaksi mempengaruhi sisi debit dan sisi kredit. Setiap
pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

III. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem
pencatatan transaksi keuangan pada lingkup Pemerintah Daerah. Persamaan
dasar akuntansi ini diuraikan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

Ekuitas Dana

Persamaan akuntansi tersebut diatas digunakan dalam basis akrual untuk
menghasilkan Laporan Operasional (LO) sebagai berikut :

VAR RO 0B

FEEEE Ekuitas Dana
—f Hutang * + Pendapatan
- Beban

i
i
|
|
|
|
|
i

Persediaan
# Investasi

Contoh penggunaan persamaan akuntansi tersebut diatas menghasilkan
Laporan Operasional (LO) sebagai berikut :

Pemeda wmenerinia 50
pendapatan v R (I
Sevesury S0

Pendapatan

Ekuitas' Dana +
Pendapatan
- Beban

Persamaan akuntansi berikut dibawah ini digunakan dalam basis kas untuk
mencatat anggaran dalam menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apropriasi
Belanja Estimasi
SpT— Perubahan

Es Apropriasi SAL
Pénerimaan Pengeluaran
Pe Pembiayaan




Persamaan akuntansi tersebut diatas bila digabungkan dengan realisasi
anggaran dalam menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan
menjadi sebagai berikut :

Estimasi

Apropriasi
Perubahan SAL

Belanja

_ = + Pendapatan [
' i Apropriasi + LRA
Peherimaan Pengeluaran '

Penerimaan
Pembiayaan

Pengeluaran
Pembiayaan —

Contoh penggunaan persamaan akuntansi tersebut diatas untuk mencatat
anggaran dalam menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai
berikut :

i Pembiayaan Pembiayaan

-+

Pendapatan dia arkaw sevesor 100 dawn velaw|a seovesar 40
w99 J

b o | Apropriasi + Estimasi
e | Belanja Perubahan SAL

¥ LA

VEstimasi’
Pendapatan

Contoh penggunaan persamaan akuntansi tersebut diatas untuk mencatat
realiasi anggaran dalam menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
sebagai berikut :

Saat menerima pendapatan:

Estimasi
Perubahan

I EVvLEr L

Pendapatan

boreAUdpUatave

LLUESUY RO SAL

<.avewna pewvcd apatcn sdan tevealisast /

i e 5 X Tidak berubah saat ada_ £
Estimasi Apropriasi

Pendatatan [luisia g realisasi per!g:_l_gpatan /
| : belanja

/ /

s I

Contoh penggunaan persamaan akuntansi tersebut diatas untuk mencatat
transaksi beban dalam menghasilkan Laporan Operasional (LO) adalah sebagai
berikut :




FEVWAU MAELUAIRIUIRUA VY RPEVWOELLUA VL VLU veid b AU
VL AU e B rdpUt scoesur Rp 300,000

UNTUK L.O

Ekuitas Dana +
Pendapatan
- Beban

MRas + Piutang + |
! ‘Persediaan + |
Investasi +

Aset Tetap

,

Ladd Hut

e dinil +
l .

Contoh penggunaan persamaan akuntansi tersebut diatas untuk mencatat
transaksi belanja dalam menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
adalah sebagai berikut:

| (300,000)

e el iR IR AV PEVMLOELLUVL viUicA v ve (AR e
Lt e untik rapat sevesdr Rp 300,000

UNTUK LRA

[y ! Apropriasi +
[Fee Belanja

Es'ti'rvh‘rasi
Perubahan SAL

300,000
u
et l
(300,000)

Dengan demikian persamaan akuntansi secara menyeluruh untuk memenuhi
SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

2073 b

" TEstimasi
Pendapatan

Apropriasi Ekuitas
Belanja Dana

: £ Estimasi
i Apropriasi Pengeluaran :

Pembiayaan

Perubahan
SAL

Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dan juga berdasarkan PMK
no.238/PMK.05/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintah, ada 9 (Sembilan) akun utama yaitu Aset, Kewajiban, Ekuitas
Dana, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan
Beban. Berikut adalah definisi dari akun-akun utama tersebut :

1. Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan
datang.




2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

4. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah

5. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

6. Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada
entitas pelaporan lain

7. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

9. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran. Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam persamaan dasar akuntansi, akibat dari suatu transaksi langsung
ditunjukkan pengaruhnya terhadap posisi keuangan, misalnya transaksi
penerimaan pendapatan-LRA dan pengeluaran belanja akan mempengaruhi
saldo anggaran lebih atau misalnya transaksi pendapatan-LO dan beban akan
mempengaruhi ekuitas dana. Transaksi keuangan ini dicatat dalam jurnal dan
kemudian dibukukan ke dalam akun (account). Kumpulan akun yang
digunakan dalam pembukuan transaksi keuangan suatu entitas disebut
dengan buku besar (ledger).

Pada dasarnya akun-akun dalam sebuah entitas dibagi dalam dua golongan

besar, yaitu :

1. Akun-akun neraca (akun riil), yaitu akun-akun yang pada akhir periode
akuntansi akan dilaporkan dalam neraca. Termasuk dalam akun-akun
neraca ini adalan akun aset (harta), akun-akun kewajiban (utang), dan
akun-akun ekuitas dana (modal). Sifat dari akun riil adalah permanen,
yaitu akun-akun ini tetap ada selama entitas masih berdiri. Saldo-saldo
dari akun ini merupakan akumulasi dari saldo-saldo pada periode-periode
yang lalu.



2. Akun-akun laporan realisasi anggaran (akun nominal), yaitu akun-akun
pada akhir periode akuntansi dilaporkan ke dalam perhitungan laporan
operasional dan laporan realisasi anggaran. Termasuk dalam akun nominal
adalah akun-akun pendapatan-LO, akun-akun beban, akun-akun
pendapatan-LRA, akun-akun belanja, akun-akun transfer dan akun-akun
pembiayaan. Sifat dari akun nominal adalah tidak permanen, yaitu pada
akhir periode akuntansi saldo-saldo akun nominal ini ditutup.

IV. KONSEP DEBIT DAN KREDIT

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi
debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi
kredit. Hal yang sama untuk belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan, dan
beban. Sedangkan untuk kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA,
pendapatan-LO, dan penerimaan pembiayaan, apabila suatu transaksi
mengakibatkan pertambahan pada akun tersebut akan dicatat pada sisi kredit
dan sebaliknya apabila mengakibatkan pengurangan akan dicatat pada sisi
debit.

Ikhtisar aturan debit dan kredit dan saldo normal untuk akun-akun dalam
entitas Pemerintah Daerah disajikan dalam tabel berikut :

ATURAN DEBIT DAN KREDIT

Nama Akun Bertambah | Berkurang | Saldo Normal
Aset Debit Kredit Debit
Kewajiban Kredit Debit Kredit
Ekuitas Bana Kredit Debit Kredit
Pendapatan-LRA Kredit Debit Kredit
Apropriasi Belanja/Transfer Kredit Debit Debit
Belanja Debit Kredit Debit
Estimasi Pendapatan Debit Kredit Kredit
Transfer Debit Kredit Debit
Penerimaan Pembiayaan Kredit Debit Kredit
Pengeluaran Pembiayaan Debit Kredit Debit
Pendapatan-LO Kredit Debit Kredit
Beban Debit Kredit Debit

V. PENJURNALAN

Sistem pencatatan transaksi berpasangan dilakukan dengan melakukan
penjurnalan, yaitu prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal.
Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis
(berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi). Proses penjurnalan harus
menjaga keseimbangan persamaan akuntansi.

Jurnal yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan Pemerintah

Daerah terdiri dari:

1. Jurnal Anggaran, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya dari DPA-SKPD dan
DPA-PPKD. Format Jurnal Anggaran terdapat dalam lampiran I.1.



2. Jurnal Piutang, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi
piutang baik atas pengakuan pendapatan-LO maupun pelunasannya oleh
bendahara penerimaan. Format Jurnal piutang terdapat dalam lampiran
[.2.

3. Jurnal Utang, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat transaksi
utang baik atas pengakuan beban maupun pembayarannya oleh bendahara
pengeluaran. Format Jurnal Utang terdapat dalam lampiran 1.3.

4. Jurnal Penerimaan Kas, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat
transaksi penerimaan pendapatan-LRA oleh bendahara penerimaan.
Format Jurnal Penerimaan Kas terdapat dalam lampiran 1.4.

Jurnal Pengeluaran Kas, jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat
transaksi pengeluaran belanja oleh bendahara pengeluaran. Format Jurnal
Pengeluaran Kas terdapat dalam lampiran I.5.

Sjl

6. Jurnal Umum, jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi di luar
transaksi piutang, utang, penerimaan kas dan pengeluaran kas, misalnya
penyetoran pendapatan dari SKPD ke rekening Kas Daerah, koreksi
pembukuan, pengembalian belanja, penerimaan kas dari rekening Kas
Daerah, dan lain-lain. Format Jurnal Umum terdapat dalam lampiran 1.6

VI. BUKU BESAR

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan,
digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas dans,
pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.
Setelah transaksi keuangan dicatat ke dalam jurnal, kemudian dipindahkan
ke dalam akun buku besar. Proses pemindahan ini disebut dengan posting
yang sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi ke tiap-
tiap akun buku besar yang sesuai dan dilaksanakan setiap hari.

Format buku besar yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1.7.

VII. BUKTI MEMORIAL

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam
Jurnal Umum. Umumnya bukti memorial digunakan untuk mencatat
transaksi non kas (tidak menyangkut uang tunai), misalnya perbaikan/koreksi
kesalahan pencatatan, penutupan transaksi di akhir tahun, dan pengakuan
aset tetap.

Bukti memorial dibuat untuk setiap transaksi yang dicatat dalam Jurnal
Umum.

Format bukti memorial yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran I.8.



VIII.STRUKTUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Struktur utama akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah menggunakan
konsep transaksi antar Kantor Pusat — Kantor Cabang (Home Office — Branch
Office Transaction/HOBO). Bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD yang
menjalankan fungsi konsolidator dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang
adalah SKPD dan PPKD sebagai pengguna anggaran. Berikut adalah gambaran
konsep HOBO :

HoBo (Home Office - Branch Office)

“Kantor Pusat”
/ PPKD Konsohdato
i “Kantor Cabané" “Kantor Cabang” “Kantor Cabang”
| PPKD sbg PA SKPD SKPD

Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi ini diperlukan kontrol
pencatatan antara PPKD yang menjalankan fungsi konsolidator dengan SKPD,
PPKD sebagai pengguna anggaran, dan Kuasa BUD Aset Tetap melalui
mekanisme akun resiprokal, yaitu :

1. Akun Rekening Koran — PPKD Konsolidator (berada di SKPD, PPKD sebagai
pengguna anggaran, Kuasa BUD Aset Tetap).

Akuntansi Rekening Koran - PPKD Konsolidator merupakan akuntansi
ekuitas di tingkat SKPD, PPKD sebagai pengguna anggaran, Kuasa BUD
Aset Tetap. Akun Rekening Koran — PPKD setara dengan akun Ekuitas, dan
penggunaannya khusus di SKPD, PPKD sebagai pengguna anggaran, Kuasa
BUD Aset Tetap.

Contoh dari penggunaan akun ini di SKPD antara lain akun Rekening
Koran — PPKD Konsolidator akan bertambah bila SKPD menerima transfer
aset (menerima SP2D UP/GU, menerima aset tetap dari Pemerintah
Daerah), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemerintah
Daerah (penyetoran uang ke rekening Kas Daerah).

Contoh dari penggunaan akun ini di PPKD sebagai pengguna anggaran
antara lain akun Rekening Koran — PPKD Konsolidator akan bertambah bila
PPKD sebagai pengguna anggaran menerima transfer aset (menerima SP2D
LS Belanja PPKD, menerima aset tetap dari SKPD), dan akan berkurang bila
PPKD sebagai pengguna anggaran mentransfer aset ke Pemda (penyetoran
uang ke rekening Kas Daerah).



Saldo normal akun Rekening Koran — PPKD Konsolidator adalah kredit.
Akun Rekening Koran — PPKD Konsolidator memiliki akun resiprokal yaitu
akun Rekening Koran — SKPD, Akun Rekening Koran - PPKD, dan Akun
Rekening Koran — Kuasa BUD Aset Tetap yang ada di PPKD Konsolidator
sebagai akun aset.

2. Akun Rekening Koran - SKPD, Akun Rekening Koran - PPKD, Akun
Rekening Koran, Kuasa BUD Aset Tetap (berada di PPKD yang menjalankan
fungsi konsolidator).

Akuntansi Rekening Koran - SKPD, Akun Rekening Koran — PPKD, Akun
Rekening Koran, Kuasa BUD Aset Tetap merupakan akuntansi aset di
tingkat PPKD Konsolidator. Akun Rekening Koran - SKPD, Akun Rekening
Koran — PPKD, Akun Rekening Koran, Kuasa BUD Aset Tetap setara dengan
akun Aset, dan penggunaannya khusus di PPKD Konsolidator

Saldo normal akun Rekening Koran — SKPD, Akun Rekening Koran — PPKD,
Akun Rekening Koran, Kuasa BUD Aset Tetap adalah debit.

Akun Rekening Koran — PPKD Konsolidator, Rekening Koran — SKPD, Rekening
Koran — PPKD, Rekening Koran Kuasa BUD Aset Tetap akan dieliminasi pada
saat penggabungan laporan keuangan oleh PPKD Konsolidator.

Di luar struktur utama akuntansi keuangan Pemerintah Daerah ini ada entitas
akuntansi BUD yang mengontrol output dari sistem akuntansi yang
menggunakan konsep transaksi antar Kantor Pusat — Kantor Cabang (Home
Office — Branch Office Transaction/ HOBO) tersebut.

Dengan demikian ada 5 (lima) entitas akuntansi yang ada dalam sistem

akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana digambarkan dalam
bagan berikut ini :
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IX.PERLAKUAN ANGGARAN BELANJA DALAM BASIS AKRUAL

Penggunaan konsep HOBO menekankan hubungan antara BUD/PPKD
Konsolidator dengan entitas yang menerima anggaran (entitas akuntansi), dari
sudut pandang finansial adalah bahwa BUD/PPKD Konsolidator bertindak
selaku “Home Office” terhadap entitas-entitas subordinatnya, yang mana
dalam hal pendapatan entitas subordinat wajib menyetorkan pendapatan
dimaksud ke BUD, sedangkan dalam hal biaya beban BUD berwajib
menyediakan dana (sebagai beban limpahan) yang bagi entitas dimaksud
merupakan pendapatan (pendapatan limpahan) untuk membiayai kegiatan-
kegiatan atau program yang direncanakan.

Berdasarkan SAP belanja untuk pengeluaran rutin dipisah menjadi dua

komponen besar:

1. Belanja Operasional, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja
subsidi, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak
terduga, dan transfer.

2. Belanja Modal, yang tujuan utamanya untuk membiayai pengadaan aset
tetap.

Secara akuntansi finansial, pada entitas akuntansi jumlah anggaran belanja

operasional diperlakukan sebagai pendapatan limpahan; sedangkan bagi

entitas akuntansi konsolidator jumlah anggaran belanja tersebut diperlakukan
sebagai beban limpahan.

Berdasarkan pada prinsip ke atau yang juga disebut conservatism,
belanja modal diakui se 1saksi finansial pada saat telah
direalisasikan.

WALIKOTA TANGERANG,
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAERAH

BAGAN AKUN STANDAR
I. UMUM

Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan adanya suatu
klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan Akun Standar
(Chart of Accounts). BAS antara lain mencakup kode perkiraan buku
besar akuntansi. Kode perkiraan tersebut terdiri dari kumpulan akun
nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan akun tersebut
digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca
percobaan, dan laporan keuangan

Akun atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan
mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan
keuangan. Secara umum Akun dapat dibedakan menjadi 2 kelompok,
yaitu:

1. Akun riil (tetap) adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, di
mana saldo akunnya terbawa dari satu periode ke periode berikutnya.
Akun riil terdiri dari tiga kelompok yaitu aset, kewajiban, dan
ekuitas.

2. Akun nominal (sementara) adalah akun yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

II. AKUN NERACA

a. Akun Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
1 Aset
11 Aset Lancar
Merupakan Aset yang diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai
atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan.
111 | Kas
Digunakan untuk mencatat kas yang dimiliki
pemerintah daerah yang mencakup antara lain:
Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan,




Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD.

112

Investasi Jangka Pendek

Digunakan untuk mencatat investasi yang
dilakukan pemerintah daerah yang berjangka
waktu lebih dari tiga bulan hingga dua belas bulan
yang bertujuan dalam rangka manajemen Kkas,
yang artinya pemerintah daerah dapat menjual
investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
Investasi Jangka Pendek mencakup antara lain
Investasi Dalam Saham dan Investasi Dalam
Obligasi.

113

Piutang Pendapatan

Digunakan untuk mencatat piutang akan
pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah,
antara lain: Piutang Pajak, Piutang Retribusi,
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah,
Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, Piutang
Transfer Pemerintah Daerah, Piutang Bantuan
Keuangan, dan Piutang Hibah dan Piutang
Pendapatan Lainnya.

114

Piutang Lainnya

Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya yang
dimiliki Pemerintah Daerah, antara lain Bagian
Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian
Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas
Lainnya.

115

Penyisihan Piutang

Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang
yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari
akun piutang terkait kemungkinan tidak
tertagihnya piutang. Penyisihan Piutang mencakup
antara lain Penyisihan Piutang Pendapatan dan
Penyisihan Piutang Lainnya.

116

Beban Dibayar Dimuka

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang
telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut
belum menjadi beban pada tahun berjalan.

117

Persediaan

Digunakan untuk mencatat persediaan yang
dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk di
dalamnya persediaan untuk diserahkan ke
masyarakat dan/atau pihak ketiga. Persediaan
mencakup antara lain: Persediaan Alat Tulis
Kantor, Persediaan Alat Listrik, Persediaan
Material/Bahan, Persediaan Benda Pos,
Persediaan Bahan Bakar, dan Persediaan Bahan
Makanan Pokok.

199

Aset Untuk Dikonsolidasikan

Digunakan untuk mencatat reciprocal account
untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup
antara lain RK SKPD.

12

Investasi Jangka Panjang




Merupakan Aset non Lancar berupa Investasi yang
diadakan dengan maksud untuk mendapatkan
manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka
waktu lebih dari satu periode akuntansi.

121

Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Digunakan untuk mencatat investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Non
Permanen mencakup antara lain: Pinjaman
Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Investasi
dalam  Obligasi, Investasi dalam  Proyek
Pembangunan, Dana Bergulir, dan Investasi Non
Permanen Lainnya.

122

Investasi Jangka Panjang Permanen

Digunakan untuk mencatat investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang
Permanen mencakup antara lain Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen
Lainnya.

13

Aset Tetap

Merupakan Aset yang mempunyai manfaat
ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dipergunakan untuk operasional pemerintahan
atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset
ini meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset
tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

131

Tanah

Digunakan untuk mencatat kepemilikan tanah
pemerintah daerah, yang mencakup antara lain:
Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Rumah
Sakit, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah
Sarana Kesehatan Poliklinik, Tanah Sarana
Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Tanah Sarana
Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana
Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan,
Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan
Kejuruan, Tanah Sarana Pendidikan Luar
Biasa/Khusus, Tanah Sarana Pelatihan dan
Kursus, Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah
Sarana Sosial Panti Jompo, Tanah Sarana Umum
Terminal, Tanah Sarana Umum Dermaga, Tanah
Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis, Tanah
Sarana Umum Rumah Potong Hewan, Tanah
Sarana Umum Tempat Pelelangan lkan, Tanah
Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana Umum
Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Tanah
Sarana Umum Taman, Tanah Sarana Umum Pusat
Hiburan Rakyat, Tanah Sarana Umum Ibadah,
Tanah  Sarana  Stadion Olahraga, Tanah
Perumahan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan,
Tanah Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah
Perkampungan, Tanah  Pergudangan/Tempat
Penimbunan Material Bahan Baku.




132

Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin
yang mencakup antar lain: Alat-alat Berat, Alat-
alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan
Darat tidak Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air
Bermotor, Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor,
Alat-alat Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-
alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan,
Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer,
Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan
Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat
Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran,
Alat-alat Laboratorium, Alat-alat
Persenjataan/Keamanan.

133

Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat Gedung dan
Bangunan milik pemerintah daerah yang
mencakup antara lain: Gedung Kantor, Gedung
Rumah Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung
Gudang, Bangunan Monumen, Tugu Peringatan.

134

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan
Jaringan yang mencakup antara lain: Jalan,
Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Taman
dan Hutan Kota, dan Instalasi Listrik dan Telepon.

135

Aset Tetap Lainya

Digunakan untuk mencatat kepemilikan Aset
Tetap Lainnya yang mencakup antara lain: Buku
dan Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan, Hewan/Ternak dan Tanaman.

136

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Digunakan untuk mencatat aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal
laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

137

Akumulasi Penyusutan

Digunakan untuk mencatat akumulasi
penyusutan aset tetap yang dimiliki Pemerintah
Daerah.

14

Dana Cadangan
Merupakan dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana
relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

141

Dana Cadangan

Digunakan untuk mencatat penyisihan dana
untuk menampung kebutuhan yang memerlukan
dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

15

Aset Lainnya
Merupakan kelompok Aset yang tidak termasuk
dalam kategori-kategori sebelumnya.

151

Tagihan Jangka Panjang
Digunakan untuk mencatat Tagihan Jangka




Panjang pemerintah yang mencakup antara lain
Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti
Rugi.

152 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan
Pihak Ketiga yang mencakup antara lain: Bangun
guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT),
Bangun serah guna (Build, Transfer and
Operate/BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO).

153 | Aset Tidak Berwujud

Digunakan untuk mencatat Aset Tidak Berwujud
yang mencakup antara lain goodwill, lisensi dan
frenchise, hak cipta, paten, dan aset tidak
berwujud lainnya.

154 | Aset Lain-lain

Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori
sebelumnya.

b. Akun Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
Klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada tabel
berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
2 Kewajiban
21 Kewajiban Jangka Pendek
Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh tempo
dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.
211 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan
kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong
pajak atau pungutan lainnya yang mencakup
antara lain: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh
Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, dan
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
212 | Utang Bunga
Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang
dimiliki pemerintah daerah yang mencakup antara
lain: Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat,
Utang Bunga Kepada Daerah Otonom Lainnya,
Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga
kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Utang Bunga dalam Negeri lainnya, dan Utang
Bunga Luar Negeri.
213 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang pemerintah daerah yang
mencakup antara lain: Utang Bank, Utang
Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang
kepada Pemerintah Provinsi, dan Utang kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota.




214 | Pendapatan Diterima Dimuka

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima
Dimuka yang mencakup antara lain: Setoran
Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang
Muka Penjualan, dan Uang Muka Lelang Penjualan
Aset Daerah.

215 | Utang Beban

Digunakan untuk mencatat utang karena belum
dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang
telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Utang Beban mencakup antara lain: Utang Beban
Pegawai, Utang Beban Barang, Utang Beban
Bunga, Utang Beban Subsidi, Utang Beban Hibah,
Utang Beban Lain-lain, dan Utang Beban Transfer.

216 | Utang Jangka Pendek Lainnya

Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek
yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di
atas.

22 Kewajiban Jangka Panjang

Merupakan kelompok kewajiban yang jatuh
temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan.

221 | Utang Dalam Negeri

Digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri
pemerintah daerah yang mencakup antara lain:
Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga
Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari
Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah
lainnya, dan Premium (Diskonto) Obligasi.

223 | Utang Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri
yang diperoleh pemerintah daerah.

224 | Utang Jangka Panjang Lainnya

Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang
yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.

c. Akun Ekuitas
Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah
pada tanggal laporan. Klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana
tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
3 Ekuitas
31 Ekuitas
Adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah
yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal
laporan.
311 | Ekuitas
Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah
yang merupakan selisih antara Aset dan
Kewajiban pada tanggal laporan. Saldo
Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah
(dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan




perubahan lainnya seperti koreksi nilai
persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan
lain-lain.

312 | Ekuitas SAL

Digunakan untuk mencatat akun perantara
dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi
Angaran dan Laporan Perubahan SAL, yang
mencakup antara lain Estimasi Pendapatan,
Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi
Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
dan Estimasi Perubahan SAL.

313 | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Digunakan untuk mencatat reciprocal account
untuk  kepentingan  konsolidasi, yang
mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

II. AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Akun Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam
tabel sebagai berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
+ Pendapatan-LRA
41 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

411 | Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak
daerah, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, dan pajak daerah lainnya
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

412 | Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara
lain: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

413 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LRA

Digunakan untuk mencatat hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Negara/BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan




Modal pada Perusahaan Swasta.

414

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah,
antara lain: Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan
Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan
Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas
Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan
Pendapatan BLUD, dan Hasil Penjualan Aset Daerah
yang tidak dipisahkan.

42

Pendapatan Transfer — LRA

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari
entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi
hasil dari Pemerintah Provinsi.

421

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari
Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi
Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
Alam, DAU, dan DAK.

422

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer
Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain: Dana
Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, dan Dana
Darurat.

423

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer
Pemerintah Daerah Lainnya, antara lain: Pendapatan
Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

424

Bantuan Keuangan

Digunakan untuk mencatat pendapatan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya baik
bantuan keuangan yang bersifat umum maupun
yang bersifat khusus.

43

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak
termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

431

Pendapatan Hibah

Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah,
antara lain: Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
Lainnya, Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri,
dan Pendapatan Hibah dari Kelompok
Masyarakat/Perorangan.

432

Pendapatan Lainnya
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lainnya
selain Pendapatan Hibah.




b. Akun Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Klasifikasi akun belanja pada pemerintah daerah sebagaimana
tercantum pada tabel berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
S Belanja
51 Belanja Operasi
Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara
lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.
511 | Belanja Pegawai
Pengeluaran yang merupakan kompensasi
terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai
pemerintah dalam maupun luar negeri baik
kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan termasuk
pembayaran honorarium kegiatan kepada non
pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan
tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.
Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja
Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan
Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH,
Biaya Pemungutan Pajak, Insentif Pemungutan
Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS,
Uang Lembur, serta Belanja Pegawai BLUD (dari
APBD).
512 | Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa dicatat untuk
menampung pembelian barang dan jasa yang
habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa
yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan
serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga termasuk pembayaran honorarium kegiatan
kepada non pegawai, pemberian hadiah uang atas
kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi
dan belanja perjalanan.
Belanja Barang dan Jasa mencakup antara lain:
Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja
Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja
Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan,




Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir,
Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat
Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja
Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian
Kerja, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja
Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemeliharaan,
Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga,
Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan  Bimbingan  Teknis  PNS,
Pembayaran honorarium kepada non pegawai dan
pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu
terkait dengan suatu prestasi.

513

Belanja Bunga

Akun Belanja Bunga digunakan untuk alokasi
Pengeluaran pemerintah daerah untuk
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas
kewajiban penggunaan pokok utang (principal
outstanding) termasuk belanja pembayaran biaya-
biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
pemerintah daerah yang diterima pemerintah
daerah seperti biaya commitment fee dan biaya
denda.

Belanja Bunga mencakup antara lain Bunga Utang
Pinjaman dan Bunga Utang Obligasi.

514

Belanja Subsidi

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD atau
pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan
mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk
dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi
hajat hidup orang banyak agar harga jualnya
dapat dijangkau masyarakat.

Belanja Subsidi mencakup antara lain: digunakan
untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan
barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar
harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak.

515

Belanja Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam
bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak
wajib yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukkannya.

Belanja Hibah mencakup antara lain: Belanja
Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah
kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja
Hibah kepada Perusahaan Daerah, Belanja Hibah
kepada Pemerintah Desa, Belanja Hibah kepada
Masyarakat, Belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan dan Belanja Hibah untuk Satuan
Pendidikan Dasar.

516

Belanja Bantuan Sosial




Pengeluaran pemerintah daerah berupa uang atau
barang serta jasa yang diberikan kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat
langsung diberikan kepada anggota masyarakat
dan/atau lembaga non pemerintah bidang
pendidikan dan keagamaan.

Belanja Bantuan Sosial mencakup antara lain:
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Sosial
kepada Masyarakat.

52

Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam
rangka memperoleh atau menambah aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
1 (Satu) periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya
yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Aset Tetap
tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan
sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk
dimanfaatkan oleh masyarakat.

521

Belanja Modal Tanah

Akun Belanja Modal Pengadaan Tanah digunakan
untuk alokasi belanja pengadaan tanah yang akan
digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi
Aset Tetap Pemerintah Daerah).

Belanja Modal Tanah mencakup pengadaan
berbagai jenis tanah antara lain: Tanah Kantor,
Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit, Tanah
Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah Sarana
Kesehatan Poliklinik, Tanah Sarana Pendidikan
Taman Kanak-kanak, Tanah Sarana Pendidikan
Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan
Menengah Umum dan Kejuruan, Tanah Sarana
Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan,
Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus,
Tanah Sarana Pelatihan dan Kursus, Tanah
Sarana Sosial Panti Asuhan, Tanah Sarana Sosial
Panti Jompo, Tanah Sarana Umum Terminal,
Tanah Sarana Umum Dermaga, Tanah Sarana
Umum Lapangan Terbang Perintis, Tanah Sarana
Umum Rumah Potong Hewan, Tanah Sarana
Umum Tempat Pelelangan Ikan, Tanah Sarana
Umum Pasar, Tanah Sarana Umum Tempat
Pembuangan Akhir Sampah, Tanah Sarana Umum
Taman, Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan
Rakyat, Tanah Sarana Umum Ibadah, Tanah
Sarana Stadion Olahraga, Tanah Perumahan,
Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah
Perikanan, Tanah Peternakan, Tanah
Perkampungan, Tanah  Pergudangan/Tempat
Penimbunan Material Bahan Baku, dan Belanja
modal Tanah BLUD.

522

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan
Mesin digunakan untuk alokasi belanja pengadaan




peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam
kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap
Pemerintah Daerah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencakup
pengadaan berbagai jenis peralatan dan mesin
antara lain: Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor, Alat-alat Angkutan Darat tidak
Bermotor, Alat-alat Angkutan di Air Bermotor,
Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor, Alat-alat
Angkutan Udara, Alat-alat Bengkel, Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Peralatan
Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer,
Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan
Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat
Komunikasi, Alat-alat Ukur, Alat-alat Kedokteran,
Alat-alat Laboratorium, Alat-alat
Persenjataan/Keamanan, serta Peralatan dan
Mesin BLUD.

523

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan
digunakan untuk alokasi belanja pengadaan
gedung dan bangunan yang akan digunakan
dalam kegiatan pemerintahan daerah (menjadi
Aset Tetap Pemerintah Daerah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencakup
pengadaan berbagai gedung pemerintah daerah
antara lain: Gedung Kantor Gedung Rumah
Jabatan, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang,
Bangunan Monumen, Tugu Peringatan, dan
Gedung dan Bangunan BLUD.

524

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
digunakan untuk alokasi belanja pengadaan jalan,
irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam
kegiatan pemerintahan daerah (menjadi Aset Tetap
Pemerintah Daerah).

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
mencakup pengadaan aset antara lain: Jalan,
Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan,
Taman, dan Hutan Kota, Instalasi Listrik &
Telepon, Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD.

525

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
digunakan untuk alokasi belanja pengadaan yang
nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya
yang akan digunakan dalam kegiatan
pemerintahan daerah (menjadi Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Daerah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencakup
antara lain: Belanja Modal Pengadaan Buku dan
Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan, Hewan/Ternak dan Tanaman, serta
Aset Tetap Lainnya BLUD.

53

Belanja Tak Terduga
Pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang sifat
pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke




dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas.
Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang yang dikategorikan untuk
keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial,
wabah penyakit dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah,
serta restitusi.

c. Akun Transfer-LRA
Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
kepada entitas pelaporan lain. Pada Pemerintah Daerah, transfer
dapat diklasifikasikan ke dalam tabel berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
6 Transfer
61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk
mendanai  kebutuhan daerah dari suatu
pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang
lebih rendah.
611 | Transfer Bagi Hasil Pajak
Merupakan dana yang diberikan kepada
Pemerintah  Daerah  berdasarkan  peraturan
perundangan di bidang Perpajakan.
612 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Merupakan dana yang diberikan kepada
Pemerintah  Daerah  berdasarkan  peraturan
perundangan lainnya.
62 Transfer Bantuan Keuangan
Merupakan dana yang diberikan kepada
pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk
pemerataan atau peningkatan kemampuan
keuangan, baik yang bersifat umum maupun
bersifat khusus termasuk bantuan keuangan
kepada Partai Politik.
621 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya
Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang
mencakup antara lain Bantuan Keuangan kepada
Propinsi dan Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten /Kota.
622 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
kepada Pemerintah Desa.
623 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Bantuan Keuangan yang diberikan di luar entitas
pelaporan/pemerintahan seperti Bantuan
Keuangn kepada Partai Politik.




d. Surplus/Defisit
Surplus/ Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA
dan belanja selama satu periode. Penghitungan Surplus/Defisit tidak
diberikan kode akun tersendiri. Angka ini merupakan selisih
lebih/kurang antara Total Pendapatan dikurangi dengan total

belanja plus transfer
[S/D = Y Pendapatan — (}Belanja + ) Transfer)].

e. Akun Pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah,
baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau
akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah
Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran.

1) Akun Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit.

Akun Penerimaan Pembiayaan bagi Pemerintah Daerah
diklasifikasikan sebagai berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
7 Pembiayaan
71 Penerimaan Pembiayaan

Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan
yang dimaksudkan untuk menutup defisit.

711 | Penggunaan SILPA

Digunakan untuk mencatat penggunaan SILPA dari
tahun sebelumnya.

712 | Pencairan Dana Cadangan

Digunakan untuk mencatat Pencairan Aset Dana
Cadangan yang akan digunakan pada tahun berjalan.
713 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan yang mencakup antara lain
Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan
Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang
Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

714 | Pinjaman Dalam Negeri

Digunakan untuk mencatat penerimaan Pinjaman
Dalam Negeri yang mencakup antara lain: Pinjaman
dari Pemerintah Pusat, Pinjaman dari Bank, Pinjaman
dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Penerbitan
Obligasi Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah
Daerah lainnya.

715 | Penerimaan Kembali Piutang

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali
Piutang yang mencakup antara lain Piutang kepada
Perusahaan Negara, Piutang kepada Perusahaan
Daerah, Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
716 | Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir




2) Akun Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus

anggaran.

Akun Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah diklasifikasikan sebagi
berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
7 Pembiayaan
72 Pengeluaran Pembiayaan

Digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran
pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

721 | Pembentukan Dana Cadangan

Digunakan untuk mencatat pembentukan dana
cadangan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

722 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang mencakup antara lain:
Penyertaan Modal Pada BUMN, BUMD, dan
perusahaan swasta termasuk investasi non
permanen.

723 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Digunakan untuk mencatat Pembayaran Pokok
Pinjaman Dalam Negeri yang mencakup antara lain:
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Bank, Lembaga
Keuangan Bukan Bank, dan pelunasan/pembelian
kembali Obligasi Daerah.

L

724 | Pemberian Pinjaman Daerah

Digunakan untuk mencatat Pemberian Pinjaman
Daerah yang mencakup antara lain Pemberian
Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara,
Perusahaan Daerah, dan Pemerintah Daerah
Lainnya.

f. SILPA/SIKPA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja,
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama
satu periode pelaporan.

III. AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a.

Akun Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Klasifikasi Akun Pendapatan-LO sebagaimana tercantum dalam tabel
sebagai berikut:



Uraian Akun

Pendapatan-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Pajak Daerah-LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak
daerah, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang
Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, dan pajak-pajak daerah lainnya yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Digunakan untuk mencatat retribusi daerah, antara
lain: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO

Digunakan wuntuk mencatat hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD,
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN, dan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Patungan/Milik Swasta.

Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Digunakan untuk mencatat Lain-Lain PAD yang sah,
antara lain: Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan
Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan
Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas
Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil
dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan
BLUD.

Pendapatan Transfer — LO

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari
entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi
hasil dari Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer dari
Pemerintah Pusat yang mencakup antara lain: Bagi
Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
Alam, DAU, dan DAK.

Kodefikasi

8

81
811
812
813
819

82
821
822

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat — Lainnya
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer
Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain: Dana




Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, dan Dana
Darurat.

823

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Tranfer
Pemerintah Pusat Lainnya, antara lain: Pendapatan
Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

824

Bantuan Keuangan

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya baik
bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang
bersifat khusus.

83

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak
termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

831

Pendapatan Hibah

Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah,
antara lain: Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat,
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya,
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari
Kelompok Masyarakat/Perorangan.

832

Pendapatan Lainnya
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lainnya
selain Pendapatan Hibah.

84

Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain
Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya.

85

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa digunakan untuk mencatat
pendapatan yang terjadi karena kejadian atau
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak
sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali
atau pengaruh entitas bersangkutan.

b. Akun Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Menurut SAP, Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan
jenis beban.

Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai

berikut:

Kodefikasi Uraian Akun
9 Beban
91 Beban Operasi

Merupakan beban berupa pengeluaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.




911

Beban Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap
pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang
harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah daerah
dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.

Beban pegawai mencakup antara lain: Beban Gaji
dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS,
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota
DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak,
Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah, Honorarium PNS,
Honorarium Non PNS, Uang Lembur, dan Beban
Pegawai BLUD (dari APBD).

912

Beban Barang

Akun Beban Barang dicatat untuk menampung
pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran
honorarium kegiatan kepada non pegawai dan
pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait
dengan suatu prestasi.

Beban Barang mencakup antara lain: Beban
Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan
Beban Perjalanan Dinas, Beban Beasiswa Pendidikan
PNS, Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis PNS, termasuk pembayaran
honorarium kegiatan kepada non pegawai dan
pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait
dengan suatu prestasi, serta beban barang inventaris.

913

Beban Bunga

Akun Beban Bunga digunakan untuk alokasi
Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran
bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding)
termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait
dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang
diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment
fee dan biaya denda.

Beban Bunga mencakup antara lain Bunga Utang
Pinjaman dan Bunga Utang Obligasi.

914

Beban Subsidi

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD atau pihak
ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor
barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan
diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup
orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau
masyarkat.




Beban Subsidi mencakup antara lain: digunakan
untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan
barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga
jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masyarakat banyak.

915

Beban Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam
bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Beban Hibah mencakup antara lain: Beban Hibah
kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada
Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada
Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan
Daerah, Beban Hibah kepada Masyarakat, Beban
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Beban
Hibah untuk Satuan Pendidikan Dasar.

916

Beban Bantuan Sosial

Digunakan untuk mencatat transfer uang atau
barang yang diberikan kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan
kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga
kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan
untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan
dan keagamaan. Pengeluaran Pemerintah Daerah
yang dialokasikan dalam Beban Bantuan Sosial harus
memenuhi Kriteria sebagaimana Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur
mengenai Akuntansi Beban Bantuan Sosial.

Beban Bantuan Sosial mencakup antara lain: Beban
Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada
Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial
kepada Anggota Masyarakat.

917

Beban Penyusutan

Digunakan untuk mencatat penyusutan akan aset
tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah. Beban
penyusutan mencakup antara lain: Beban
Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan
Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan,
Irigasi, dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap
Lainnya, dan Beban Penyusutan Aset Lainnya.

918

Beban Penyisihan Piutang

Digunakan untuk mencatat beban cadangan yang
harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun
piutang terkait ketertagihan piutang.

919

Beban Lain-lain

Digunakan untuk mencatat beban Pemerintah
Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis
beban di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa
dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan
pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat




diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

c. Akun Beban Transfer-LO

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada

suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Klasifikasi Beban Transfer sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut:
Kodefikasi Uraian Akun
92 Beban Transfer

921 | Bagi Hasil Pajak
Merupakan dana yang diberikan kepada
Pemerintah  Daerah berdasarkan peraturan
perundangan di bidang Pajak Daerah.

922 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Merupakan dana yang diberikan kepada
Pemerintah  Daerah  berdasarkan peraturan
perundangan lainnya.

923 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya
Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang
mencakup antara lain Bantuan Keuangan kepada
Propinsi dan Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota.

924 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
kepada Pemerintah Desa.

925 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Bantuan Keuangan yang diberikan di luar entitas
pelaporan/pemerintahan yaitu Bantuan Partai
Politik.

d. Akun Beban Non Operasional
Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin.

Kodefikasi

Uraian Akun

93

Beban Non Operasional

Non Operasional mencakup antara lain Defisit
Penjualan Aset Nonlancar, Defisit Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya.




e. Akun Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa.

Kodefikasi Uraian Akun
94 Beban Luar Biasa
Digunakan untuk mencatat kejadian luar biasa,
yakni kejadian yang: (1) tidak dapat diramalkan
terjadi pada awal tahun anggaran; (2) tidak
diharapkan terjadi berulang-ulang; (3) kejadian
diluar kendali entitas Pemerintah Daerah.
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LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAERAH

A. SUBSISTEM AKUNTANSI SKPD
I. UMUM

Subsistem Akuntansi SKPD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri
serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari
pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBD oleh SKPD.

Subsistem akuntansi SKPD terdiri dari:

Prosedur akuntansi anggaran

Prosedur akuntansi pendapatan

Prosedur akuntansi beban dan belanja

Prosedur akuntansi transaksi kas lainnya;

Prosedur akuntansi aset;

Prosedur akuntansi kewajiban;

Prosedur akuntansi koreksi transaksi pengembalian pendapatan dan
belanja.

NOO RGN

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi di SKPD terdiri dari :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang memiliki tugas
sebagai berikut:

a. Mencatat transaksi anggaran, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transaksi kas lainnya, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain
kas berdasarkan bukti-bukti terkait;

b. Memposting jurnal ke dalam buku besar;

c. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang
di SKPD, yang memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas
transaksi yang terkait dengan proses pelaksanan akuntansi di SKPD.

II. PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN SKPD

Akuntansi anggaran pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan data keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
anggaran SKPD.

II.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan data anggaran
adalah DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.



I1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Anggaran

Uraian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK
SKPD dalam melakukan pencatatan data anggaran. Secara umum prosedur
akuntansi anggaran meliputi :

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
mencatat ke dalam buku jurnal anggaran. Setiap jurnal disertai rekening-
lawan “Anggaran Surplus/ Defisit’.

2. Bukti transaksi anggaran adalah DPA-SKPD dan DPPA-SKPD

I1.3 Standar Jurnal Transaksi Anggaran

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat anggaran di SKPD:

No Data Standar Jurnal

1 Anggaran pendapatan SKPD - | Dr. Anggaran Pendapatan (sesuai BAS).....
untuk mencatat alokasi Cr. Anggaran Surplus/Defisit ................. XX
anggaran pendapatan pada LRA

2 | Anggaran belanja SKPD - untuk | Dr. Anggaran Surplus/Defisit.................. XX
mencatat  alokasi  anggaran Cr. Anggaran Belanja (sesuai BAS) ..........
belanja pada LRA

3. | Anggaran Belanja SKPD - untuk | Dr. RK PPKD Konsolidator ..................... XX
mencatat Pendapatan Limpahan Cr. Pendapatan Limpahan ..................... XX
yang berasal dari alokasi
anggaran belanja operasional

I1.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan dibérikan beberapa contoh data anggaran, pada Dinas
Kesehatan yang bertindak sebagai SKPD:

Berdasarkan APBD Tahun 2012 Dinas Kesehatan memiliki target pendapatan
Retribusi Daerah sebesar Rp5.594.150.858,84 dan alokasi anggaran belanja sebesar
Rp50.091.713.103,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp5.974.370.750;
belanja barang dan jasa sebesar Rp34.773.424.353,00; dan belanja modal sebesar
Rp9.343.918.000,00.

Pada tanggal 02 Januari 2012, maka dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Tanggal Kode Uraian Debet Kredit
Akun
02-01-12 | 3.1.2.1 Estimasi Pendapatan 5.594.150.858,84
3.1.2.5 Estimasi Perubahan SAL 5.594.150.858,84
(untuk mencatat target pendapatan
selama TA 2012 dalam LRA)
02-01-12 | 3.1.2.5 Estimasi Perubahan SAL 50.091.713.103,0
0
3.1.2.3 Apropriasi Belanja 50.091.713.103,00
(untuk mencatat alokasi anggaran
belanja TA 2012 dalam LRA)
02-01-12 | 3.1.3.1 RK PPKD Konsolidasian 40.747.795,103,0
0
8.6.1 Pendapatan Limpahan 40.747.795,103,00
(untuk mencatat alokasi anggaran
belanja operasional dalam LO)




III. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD

Akuntansi pendapatan pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan pendapatan SKPD.

Pada umumnya transaksi pendapatan yang ada di lingkungan SKPD berasal
dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Retribusi Daerah;

2. Lain-lain PAD yang Sah.

III.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi

pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi
atas Wajib Retribusi.

2. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dokumen yang diselenggarakan Bendahara
Penerimaan untuk menerima/mencatat transaksi pendapatan dan bagi
PPK SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi
pada SKPD

3. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan
Bendahara Penerimaan untuk menyetor/mencatat transaksi pendapatan
dan bagi PPK SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan
akuntansi pada SKPD.

Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pendapatan.
Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.
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II1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Pendapatan SKPD

Uraian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK
SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan. Secara umum
prosedur akuntansi pendapatan meliputi :

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pendapatan
mencatat ke dalam buku jurnal piutang jika diawali dengan penetapan
pendapatan, atau mencatat ke dalam buku jurnal penerimaan kas jika
pendapatan diterima secara kas tanpa melalui penetapan. Setiap jurnal
disertai rekening-lawan asal piutang atau penerimaan kas yang dimaksud.
Pendapatan dari penetapan dicatat berdasarkan nilai nominal penetapan
Penerimaan kas dari penerimaan pendapatan dicatat berdasarkan asas
bruto, yaitu dengan membukukan seluruh jumlah penerimaan pendapatan
(bruto) dan tidak dibenarkan mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran biaya).

4. Bukti transaksi pendapatan mencakup antara lain:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Tanda Bukti Penerimaan (TBP)

Surat Tanda Setoran (STS);

Bukti transfer;

Nota kredit;

Bukti penerimaan lainnya.
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Urutan prosedur disusun berdasarkan jenis alur pendapatan yang terdiri dari :

1

Pendapatan Retribusi Tipe A

Merupakan pendapatan retribusi yang tidak melalui penerbitan surat
ketetapan retribusi. Contoh pendapatan retribusi tipe A adalah retribusi
jasa umum. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah

diterima.

Pendapatan Retribusi Tipe B

Merupakan pendapatan retribusi yang melalui penerbitan surat ketetapan
retribusi daerah (SKRD). Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah
retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika
telah diterbitkan SKRD atas pendapatan terkait.

II1.3 Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar Jurnal

untuk mencatat transaksi pendapatan

Retribusi Tipe A di SKPD apabila kas pendapatan diterima oleh Bendahara

Penerimaan :
No Transaksi Standar Jurnal
1 Penerimaan kas dari | Dr. Kas di Bendahara
retribusi (untuk penyusunan | Penerimaan.......... XX
LO) Cr. RK PPKD
Konsolidasian..........c.......... XX
2 Penerimaan kas dari | Dr. Estimasi Perubahan SAL ................ XX
retribusi (untuk penyusunan Cr. Pendapatan -LRA
LRA) XX
3 | Penyetoran kas retribusi | Dr. RK PPKD
daerah ke kas daerah Konsolidator.........ccccevvene.... XX
Cr. Kas di Bendahara
Penerimaan.......... XX
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan

Retribusi Tipe A di SKPD apabila kas pendapatan disetor Wajib—Retribusi
langsung kepada Rekening Umum Kas Daerah tanpa diterima oleh
Bendahara Penerimaan:

No Transaksi Standar Jurnal

1 Penerimaan kas dari | Dr. RK PPKD Konsolidator ................. XX
retribusi (untuk penyusunan Cr. Piutang Retribusi
Loy XX
Penjurnalan dilakukan | Dr, Piutang Retribusi .........coccveeveenenn... XX
sebanyak 2 (dua) kali untuk
mencatat pendapatan retribusi Cr. . RK PPKD
dan kas yang diterima pada RK Konsolidator........cceoeevenen.... XX
PPKD Konsolidator

2 Penerimaan kas dari | Dr. Estimasi Perubahan SAL ................ XX
retribusi (untuk penyusunan Cr. Pendapatan -LRA

LRA)




Berikut adalah standar Jurnal

untuk mencatat transaksi pendapatan

Retribusi Tipe B di SKPD apabila kas pendapatan disetor Wajib Retribusi

kepada Bendahara Penerimaan:

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Penetapan Surat Ketetapan | Dr. Piutang Retribusi ... XX
Retribusi Daerah Cr. RK PPKD
Konsolidator....................... XX
2 | Penerimaan kas dari | Dr. Kas di Bendahara
pelunasan Surat Ketetapan | Penerimaan.......... XX
Retribusi Daerah  (untuk Cr. Piutang Retribusi
penyusunan LO) | XX
3 | Penerimaan kas dari | Dr. Estimasi Perubahan SAL ................ XX
pelunasan Surat Ketetapan Cr. Pendapatan -LRA
Retribusi ~Daerah  (untuk | ... XX
penyusunan LRA)
4 | Penyetoran kas retribusi | Dr. RK PPKD
daerah ke kas daerah Konsolidator....................... XX
Cr. Kas di Bendahara
Penerimiaac s XX
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan

Retribusi Tipe B di SKPD apabila kas pendapatan disetor Wajib Retribusi
langsung kepada Rekening Umum Kas Daerah:

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Penetapan Surat Ketetapan | Dr. Piutang Retribusi ..........ccccooooeiiin. XX
Retribusi Daerah Cr. RK PPKD

Konsolidasian..................... XX

2 | Penerimaan kas dari | Dr. RK PPKD Konsolidasian ................. XX
pelunasan Surat Ketetapan Cr. Piutang Retribusi
Retribusi ~ Daerah  (untuk | .. ... XX
penyusunan LO)

3 | Penerimaan kas dari | Dr. Estimasi Perubahan SAL ................ XX
pelunasan Surat Ketetapan Cr. Pendapatan -LRA
Retribusi  Daerah  (untuk | XX
penyusunan LRA)

II1.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi pendapatan
retribusi Tipe A yaitu retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada
Dinas Pekerjaan Umum (DPU):

Pada tanggal 5 Maret 2012 PPK-SKPD menerima SPJ Bendahara Penerimaan
beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan SPJ dan
lampiran tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2012, DPU
menerima pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang
diantaranya adalah sebagai berikut (asumsi penerimaan kas pendapatan
melalui bendahara penerimaan):




5 Pebruari 2012 Bendahara Penerimaan menerima pendapatan yang berasal
dari retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
sebesar Rp1.000.000,00.

6 Pebruari 2012 Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke rekening
Kas Daerah atas retribusi penyediaan dan/atau penyedotan
kakus sebesar Rp1.000.000,00.

Berdasarkan transaksi tersebut maka dilakukan penjurnalan sebagai
berikut:

Tanggal Kode Uraian Debet Kredit
Akun
05-02-12 | 1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 1.000.000,00
3:1.3:1 RK PPKD Konsolidasian 1.000.000,00
(untuk mencatat penerimaan kas pada
Neraca)
1.000.000,00
3:1.2:5 Estimasi Perubahan SAL 1.000.000,00
4.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
(untuk mencatat pendapatan retribusi
pada LRA)
06-02-12 | 3.1.3.1 RK PPKD Konsolidasian 1.000.000,00
1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 1.000.000,00

(untuk mencatat penyetoran ke
rekening kas daerah)

IV. PROSEDUR AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA SKPD

Akuntansi beban dan belanja pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan beban dan belanja SKPD.

Akuntansi beban dan belanja pada SKPD meliputi akuntansi untuk beban dan
belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah
Uang (TU) dan belanja langsung (LS) dimana bendahara pengeluaran
menerima kas untuk pengeluaran beban dan belanja tersebut.

IV.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi belanja
dan beban adalah sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang
menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

2. Berita Acara Serah Terima merupakan dokumen yang dibuat Penerima
Barang dan/atau Jasa yang menunjukan bahwa barang dan/atau jasa
telah diterima dengan baik sesuai spesifikasi dalam Kerangka Acuan Kerja.

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran.

4, Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah.

5. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya merupakan
dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.




Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D)

merupakan dokumen yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk.
Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran

daerah.

Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum

daerah.

Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa
pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai

belanja.

Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi beban dan belanja
SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Transaksi Dokumen Sumber Lampiran Dokumen
Sumber
1 Beban dan belanja pegawai dengan mekanisme | 1. Nota Permintaan Dana | & SPD
UP/TU 2. Daftar Honor b. SPP
3. Bukti pengeluaran | ¢ SPM
/SPJ d. SP2D
e. SPJ
f. Bukti transaksi
lainnya
2 Beban dan belanja pegawai dengan mekanisme | 1. Nota Permintaan Dana | & SPD
GU 2. Daftar Honor b. SPP
3. Bukti pengesahan | ¢ SPM
pengeluaran/ SPJ d. SP2D
e. SPJ
f. Bukti transaksi
lainnya
3 Beban dan belanja pegawai dengan mekanisme | 1. Daftar Gaji Pegawai . SPD
LS (bendahara pengeluaran menerima kas 2. SP2D b. SPP
terlebih dahulu) 3. Nota debit bank c. SPM
4. Bukti pengeluaran
lainnya
4 Belanja dan beban barang persediaan (metode 1. Nota Pencairan Dana a. SPD
periodik), jasa, pemeliharaan, dan perjalanan 2. Daftar barang/jasa / b. SPP
dinas dengan mekanisme UP/TU pemeliharaan /1< SPM
perjalanan dinas d. SP2D
3. Bukti pengeluaran | ¢ SPJ )
/SPJ f. Bukti transaksi
lainnya
5 Belanja dan beban barang persediaan (metode 1. Nota Pencairan Dana a. SPD
periodik), jasa, pemeliharaan, dan perjalanan 2. Daftar barang/jasa / b. SPP
dinas dengan mekanisme GU pemeliharaan c. SPM
perjalanan dinas d. SP2D
3. Bukti pengesahan | & SPJ .
pengeluaran/ SPJ f. Bukti transaksi
lainnya
6 Belanja dan beban barang persediaan (metode 1. Berita Acara Serah a. SPD
pgriodik), jasa, pemel‘iharaan, dan perjalanan Terima b. SPP
dinas dengan mekanisme LS 2. SP2D
3. Nota debit bank € SFM
4. Bukti pengeluaran
lainnya
7 | Beban barang persediaan (metode perpetual), 1. Bukti Memorial a. Daftar
beban penyusutan, beban penyisihan piutang Penggunaan
Persediaan
b. Daftar
Penyusutan Aset
Tetap
c. Daftar Umur

Piutang




IV.2 Uraian Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja SKPD
1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi beban dan

be
a.

b.

C.

lanja mencatat ke dalam:
buku jurnal utang jika diawali dengan pengakuan utang,
buku jurnal pengeluaran kas jika beban dan belanja dikeluarkan
secara kas oleh bendahara pengeluaran tanpa melalui pengakuan
utang,
buku jurnal umu jika beban dan belanja dikeluarkan oleh rekening kas
umum daerah.

Transaksi beban dan belanja SKPD meliputi:
1) Transaksi beban dan belanja pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU,

2)

yang dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara
pengeluaran.

Transaksi beban dan belanja pegawai melalui mekanisme LS dimana
bendahara pengeluaran menerima terlebih dahulu melalui rekening
koran bendahara pengeluaran di bank. Contoh dari belanja LS ini
adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran honor
TKK. Transaksi beban dicatat harian pada saat daftar gaji dan honor
disahkan. Transaksi belanja dicatat harian pada saat tanggal
pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara
pengeluaran di bank.

3) Transaksi beban barang persediaan (metode periodik), jasa,

pemeliharaan, dan perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU,
yang dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara
pengeluaran.

4) Transaksi beban barang persediaan (metode periodik), jasa,

pemeliharaan, dan perjalanan. Transaksi beban dicatat harian pada saat
pengakuan utang belanja. Transaksi belanja dicatat harian pada saat
tanggal pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pihak
ketiga.

Pencatatan barang persediaan (metode perpectual), beban penyusutan,
beban penyisihan piutang dicatat harian pada saat daftar penggunaan
persediaan, daftar penyusutan aset tetap, dan daftar umur piutang
disahkan.

2. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan nilai nominal.
3. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
4. Bukti transaksi beban dan belanja mencakup antara lain:

—
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Nota Permintaan Dana
. Daftar Honor
Daftar Gaji
. Daftar Barang/Jasa/Pemeliharaan/Perjalanan Dinas
Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
Bukti Memorial
Surat Perintah pencairan Dana (SP2D);
. Bukti Transfer;
Nota debit bank;
Bukti Pengeluaran/SPJ;
. Bukti pengesahan SPJ;
Bukti Pengeluaran lainnya.



IV.3 Standar Jurnal Transaksi Beban dan Belanja

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi beban dan
belanja di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal
1 Beban dan Belanja pegawai dengan | Dr. Beban Pegawai .................. XX
menggunakan uang persediaan yang | Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran...... XX
dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU
Dr. Belanja Pegawai...................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ............... XX
2 | Beban dan belanja pegawai dengan | Dr. Kas di Bend. Pengeluaran........ XX
mekanisme LS (bendahara | cr. RK PPKD Konsolidator ................. XX
pengeluaran menerima kas terlebih
dahulu) ]
Dr. Beban Pegawai...................... XX
Cr. Kas di Bend. Pengeltaraty ..o XX
Dr. Belanja Pegawai...................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ............... XX
3 | Belanja dan beban barang persediaan | Dr. Beban Barang...................... XX
(metode periodik), jasa, pemeliharaan, | Cr, Kas Panjar di PPTK .................... XX
dan  perjalanan dinas dengan
mekanisme SP2D UP/GU/TU )
Dr. Belanja Barang...................... XX
Cr. Estimasi Perubahatt SAL ..cuseers vos XX
4 | Belanja dan beban barang persediaan | Dr. Beban .............ccc.oooinn. XX
(metode periodik), jasa, pemeliharaan, | Cr. RK PPKD Konsolidator................. XX
dan  perjalanan dinas dengan
mekanisme LS )
Dr. BEIATIJA sieons v ssmwmmons s 15 swwwsms s XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ............... XX
5 | Pencatatan beban barang persediaan | Dr. Beban Persediaan .................... XX
(metode perpectual) Cr. Persediaan..........c.....oeeeviineenni. XX
o) Pencatatan beban penyusutan Dr. Beban Penyusutan.................... XX
Pengakuan beban penyusutan | Cr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XX
dilakukan  pada  akhir  periode
pelaporan. Pengakuan beban Cr RK PPKD Konsolidator
penyusutan menimbulkan pendapatan ’ XX
impahan, | e |
Cr. Pendapatan Limpahan
....................... XX
7 | Pencatatan beban penyisihan piutang | Dr. Beban Penyisihan Piutang........ XX
Cr. Akumulasi Penyisihan Piutang ....... XX
IV.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas. Dinas
Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD.




V. PROSEDUR AKUNTANSI TRANSAKSI KAS LAINNYA

Akuntansi transaksi kas lainnya pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas selain dari pendapatan dan
pengeluaran kas selain pengeluaran belanja SKPD.

Contoh dari transaksi penerimaan kas selain pendapatan adalah penerimaan
SP2D UP/GU/TU, penerimaan SP2D LS di mana kas diterima terlebih dahulu
oleh bendahara pengeluaran, penerimaan kas pungutan pajak, dan
penerimaan jasa giro oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
(untuk SKPD yang tidak memiliki target anggaran penerimaan PAD dari jasa
giro).

Contoh dari transaksi pengeluaran kas selain beban/belanja SKPD adalah
penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan ke rekening Kas Daerah,
penyetoran pengembalian belanja dan jasa giro oleh bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran (untuk SKPD yang tidak memiliki target anggaran
penerimaan PAD dari jasa giro).

V.1 Transaksi Penerimaan Kas Selain Pendapatan
V.1.1 Dokumen Sumber yang Digunakan:

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
penerimaan kas selain pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang
menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah.

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk.

4. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
penerimaan/pengeluaran daerah.

5. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah.

6. Bukti pengesahan SPJ pengeluaran merupakan dokumen yang menyatakan
bahwa pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai
belanja.

7. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan
dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke rekening
Kas Daerah.

8. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk rekening bendahara
pengeluaran.

9. Bukti potongan merupakan dokumen bukti atas pemotongan/pungutan
pajak pusat oleh Bendahara Pengeluaran (misalnya PPh, PPN).

10. Rekening koran merupakan laporan transaksi penyetoran dan penarikan
dana pada rekening nasabah bank.



11. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam
Jurnal Umum.

Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi penerimaan kas
selain pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Transaksi Dokumen Lampiran
Sumber Dokumen
Sumber
1 | Penerimaan SP2D UP/GU/TU 1. SP2D a. SPD
2. Bukti b. SPP
memorial c. SPM
2 | Penerimaan mekanisme LS (bendahara 1. SP2D a. SPD
pengeluaran menerima kas terlebih 2. Nota debit b. SPP
dahulu) bank c. SPM
3. Bukti
pengeluaran
lainnya
4. Bukti
memorial
3 | Penerimaan potongan pajak pusat 1. SP2D a. SPM
2. Bukti
Potongan
3. Bukti
memorial
4 | Penerimaan Jasa Giro oleh bendahara 1. Nota kredit a. Rekening
(SKPD tidak memiliki target penerimaan bank koran
dari Jasa Giro) 2. Bukti
penerimaan
lainnya
3. Bukti
memorial

V.1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas selain Pendapatan

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi
penerimaan kas selain pendapatan mencatat ke dalam Buku Jurnal
Penerimaan Kas. Transaksi penerimaan kas selain pendapatan antara lain
meliputi:

a. Transaksi pengisian kas bendahara pengeluaran melalui mekanisme
UP/GU/TU, yang dicatat pada saat bendahara pengeluaran menerima
SP2D/menerima transfer dari kas daerah sesuai dengan bukti SP2D
dan bukti transfer.

b. Transaksi belanja melalui mekanisme LS dimana bendahara
pengeluaran menerima terlebih dahulu uang kas secara langsung
maupun melalui rekening koran. Contoh dari belanja LS ini adalah
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran honor TKK.
Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara
pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer pihak
ketiga/tanggal SP2D LS.




Transaksi penerimaan kas pemotongan pajak pusat yang dipungut oleh
bendahara pengeluaran. Transaksi ini merupakan transaksi di luar
anggaran.

Transaksi penerimaan jasa giro oleh SKPD yang tidak memiliki target
anggaran penerimaan PAD dari jasa giro. Jasa giro dicatat setiap bulan
net setelah biaya administrasi.

2. Bukti transaksi penerimaan kas selain penerimaan kas pendapatan

mencakup antara lain:

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D);

Bukti transfer;
Nota kredit;
Nota debit;

SSP;

. Bukti potongan pajak pusat;

. Bukti penerimaan lainnya;

a
b
o
d.
e. STS;
f.
g
h
1.

Bukti memorial.

V.1.3 Standar Jurnal Penerimaan Kas selain Pendapatan
Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas
selain pendapatan di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Penerimaan SP2D | Dr. Kas di Bend. Pengeluaran................ XX
UP/GU/TU Cr. RK-PPKD

Konsolidator...........cicisisasisisseiss XX

2 | Penerimaan SP2D LS dan | Dr. Kas di Bend. Pengeluaran................ XX
kas  diterima terlebih | Cr, RK-PPKD Konsolidator
dahulu oleh Bendahara | .. .. ... XX
Pengeluaran

3 | Penerimaan Pungutan/ | Dr. Kas di Bend. Pengeluaran................ XX
Pemotongan Pajak (PPN | Cr.Utang Pajak
dan PPh) XX

4 | Penerimaan Jasa Giro | Dr. Kas di Bend. Penerimaan.................. XX
oleh Bendahara | cr.RK-PPKD
Penerimaan (SKPD tidak | Konsolidator...........ccceeeeeeiveeeeennennn, XX
memiliki target
penerimaan dari jasa giro)

5 | Penerimaan Jasa Giro | Dr. Kas di Bend. Pengeluaran ............... XX
oleh Bendahara | cr.RK-PPKD
Pengeluaran (SKPD tidak | Konsolidator...........cc.ccoevveeeieeennnesn XX
memiliki target
penerimaan dari jasa giro)

V.1.5 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi penerimaan kas selain
pendapatan. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) akan digunakan sebagai ilustrasi
SKPD.




Pada tanggal 5 Pebruari 2012 PPK-SKPD DPU menerima SPJ pengeluaran beserta
lampirannya dari Bendahara Pengeluaran DPU. Dari SPJ dan lampirannya tersebut
diketahui bahwa selama bulan Januari 2012 DPU telah melakukan transaksi
penerimaan kas selain pendapatan sebagai berikut:

2 Januari 2012 DPU menerima SP2D LS sebesar Rp1.259.387.500,00 atas
pembayaran gaji Gol. IV dan III bulan Januari 2012 dengan

rincian:

Gaji Pokok Rp999.510.000,00
Tunjangan Keluarga Rp97.457.125,00
Tunjangan Jabatan Rp99.951.000,00
Tunjangan Fungsional Umum Rp62.469.375,00
Iuran Wajib Pegawai Rp52.240.000,00
Taperum Rp22.575.000,00

3 Januari 2012  Diterima SP2D LS untuk honor TKK sebesar Rp65.900.000,00
dari kegiatan penyediaan jasa tenaga kerja pendukung
administrasi/teknis perkantoran.

5 Januari 2012  Diterima SP2D UP untuk pelaksanaan kegiatan selama bulan
Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00.

8 Januari 2012 Terdapat pembayaran untuk alat tulis kantor senilai
Rp.2.500.000,00 dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
Bendahara pengeluaran memungut PPN sebesar Rp277.273,00
dan Pph 22 sebesar Rp34.091,00.

31 Januari 2009 Berdasarkan transaksi yang tercatat pada rekening Kkoran
bendahara  pengeluaran, terdapat jasa giro  sebesar
Rp105.000,00 dan biaya administrasi bank sebesar Rp5.000,00.

Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai berikut:

Tanggal Kode Uraian Debet _ Kredit
Akun

2-01-12 1.3 Kas di Bend. Pengeluaran 1.259.387.500,00

3.1 RK PPKD Konsolidasian 1.259.387.500,00
(mencatat transaksi penerimaan kas
bendahara pengeluaran yang berasal

dari penerimaan SP2D LS Gayji)

3-01-12 Kas di Bend. Pengeluaran 65.900.000,00
RK PPKD Konsolidasian 65.900.000,00
(mencatat transaksi penerimaan kas

bendahara pengeluaran yang berasal

dari penerimaan SP2D LS Honor TKK)

—w

W
—
W -

5-01-12 Kas di Bend. Pengeluaran 25.000.000,00
RK PPKD Konsolidasian 25.000.000,00
(mencatat transaksi penerimaan kas

bendahara pengeluaran yang berasal

dari penerimaan SP2D UP)

wW —
—
w -
—w

8-01-12 Kas di Bend. Pengeluaran 311.364,00
Utang Pemotongan PPh 22 34.091,00
Utang Pemotongan PPN 277.273,00
(mencatat penerimaan kas pajak pusat
yang dipungut oleh bendahara

pengeluaran)

NN -~
——
—
D ww

31-01-12 Kas di Bend. Pengeluaran 100.000,00
RK PPKD Konsolidasian 100.000,00
(mencatat penerimaan jasa giro yang
terdapat rekening koran bendahara

pengeluaran)

wW —
—
W
- w




V.2 Transaksi Penerimaan Kas Selain Belanja
V.2.1 Dokumen Sumber yang Digunakan:

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
pengeluaran kas selain belanja adalah sebagai berikut:

1.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk.

Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
penerimaan/pengeluaran daerah.

Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah.

Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa
pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai
belanja.

Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan
dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke rekening
Kas Daerah.

Bukti potongan merupakan dokumen bukti atas pemotongan/pungutan
pajak pusat oleh Bendahara Pengeluaran (misalnya PPh, PPN).

Rekening koran merupakan laporan transaksi penyetoran dan penarikan
dana pada rekening nasabah bank.

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam
Jurnal Umum.

Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi pengeluaran kas
selain belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No

Transaksi Dokumen Lampiran
Sumber Dokumen Sumber

STS a. SPJ Bendahara
Penerimaan

—

Penyetoran pendapatan oleh Bendahara
Penerimaan ke Kas Daerah 2. Bukti
memorial

Penyetoran potongan pajak pusat 1. Surat Setoran | & SPM
Pajak (SSP) b. SP2D

2. Nota debet
bank

3. Bukti
potongan

4. Bukti
pengeluaran
lainnya

5. Bukti
memorial

STS a. Rekening

p—

Penyetoran Jasa Giro oleh bendahara ke kas
daerah (untuk SKPD yang tidak memiliki target | 2. Bukti Koran
penerimaan jasa giro) memorial

[y

Penyetoran pengembalian belanja dan sisa kas STS a. SP2D

SP2D UP/GU/TU ke Kas Daerah 2. Bukti b. SPJ Bendahara
penerimaan Pengeluaran
lainnya

3. Bukti
memorial




V.2.2 Uraian Prosedur Akuntansi Transaksi Pengeluaran Kas selain Belanja

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi
pengeluaran kas selain belanja mencatat ke dalam Buku Jurnal
Pengeluaran Kas. Transaksi pengeluaran kas selain belanja antara lain
meliputi:

a. Transaksi penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan ke Kas
Daerah.

b. Transaksi penyetoran kas pemotongan pajak pusat yang dipungut oleh
bendahara pengeluaran. Transaksi ini merupakan transaksi di luar
anggaran.

c. Transaksi penyetoran jasa giro oleh SKPD yang tidak memiliki target
anggaran penerimaan PAD dari jasa giro. Jasa giro disetor pada akhir
tahun (31 Desember) net setelah biaya administrasi.

d. Transaksi penyetoran pengembalian belanja dan sisa kas SP2D
UP/GU/TU ke Kas Daerah.

2. Bukti transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran kas belanja mencakup
antara lain:

. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

. Bukti transfer;

Nota debit;

. STS;

SSP;

Bukti potongan pajak pusat;

. Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya,

. Rekening koran;

SPJ Bendahara Penerimaan;

SPJ Bendahara Pengeluaran;

. Bukti memorial.
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V.2.3 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas selain Belanja

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas
selain belanja di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Penyetoran Pendapatan ke | Dr. RK-PPKD Konsolidator...................... XX
Kas Daerah Cr.Kas di Bend. Penerimaan............c............... XX

2 | Penyetoran Pongirtan/ | Be. U Pajals wese: mems oo s s vomoms 1 vy XX
Pemotongan Pajak (PPN dan | cr, Kas di Bend.
PPh) Pengeluaran...............cccceennn.. XX

3 | Penyetoran Jasa Giro oleh | Dr. RK-PPKD Konsolidator...................... XX
Bendahara Penerimaan | Cr Kas di Bend. Penerimaan........................... XX

(untuk SKPD yang tidak
memiliki target penerimaan

jasa giro)
4 | Penyetoran Jasa Giro oleh | Dr. RK-PPKD Konsolidator...................... XX
Bendahara Pengeluaran | cr Kas di Bend. Pengeluaran........................... XX

(untuk SKPD yang tidak
memiliki target penerimaan

jasa giro)
5 | Penyetoran pengembalian | Dr. RK-PPKD Konsolidator...................... XX
belanja dan sisa kas SP2D | cr Kas di Bend. Pengeluaran........................... XX

UP/GU/TU ke Kas Daerah




V.2.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas selain
belanja. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) akan digunakan sebagai ilustrasi
SKPD.

Pada tanggal 5 Pebruari 2012 PPK-SKPD DPU menerima SPJ penerimaan
beserta lampirannya dari Bendahara penerimaan DPU. Dari SPJ dan
lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2012 DPU telah
melakukan transaksi pengeluaran kas selain belanja sebagai berikut:

Disetorkan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan
kakus senilai Rp1.750.000,00 untuk penerimaan tanggal 2
Januari 2009.

Disetorkan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan
kakus senilai Rp2.150.000,00 untuk penerimaan tanggal
20 Januari 2009.

3 Januari 2012

21 Januari 2012

Selain itu, selama tahun anggaran 2012 PPK-SKPD DPU menerima SPJ
pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran DPU. Dari SPJ
dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama tahun 2012 DPU telah
melakukan transaksi pengeluaran kas selain belanja, diantaranya adalah

sebagai berikut:
20 Januari 2012 Terdapat penyetoran PPN sebesar Rp277.273,00 dan Pph
22 sebesar Rp34.091,00 yang dipungut oleh bendahara
pengeluaran untuk pembayaran alat tulis kantor senilai
Rp.2.500.000,00 dari kegiatan penyediaan alat tulis
kantor pada tanggal 8 Januari 2009.

30 Januari 2012

31 :sember 2012

Bendahara  pengeluaran  menyetorkan  pengembalian
kelebihan belanja atas pembayaran snack rapat pada tanggal
28 Januari 2012 sebesar Rp50.000,00 yang diterima dari
PPTK .

Terdapat jasa giro sebesar Rp255.000,00 pada rekening
koran bendahara pengeluaran dan biaya administrasi bank
yang belum diperhitungkan pada bulan Desember adalah
sebesar Rp5.000,00. Sesuai dengan ketentuan pada tanggal
31 Desember bendahara pengeluaran menyetorkan jasa giro
ke rekening kas daerah. DPU tidak memiliki target
penerimaan dari jasa giro.

Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai
Berikut:

Tanggal Kode Uraian Debet Kredit
Akun
3-01-12 3.1.3.1 RK PPKD Konsolidasian 1.750.000,00
1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 1.750.000,00
(mencatat penyetoran kas yang berasal
dari pendapatan dari bendahara
penerimaan)
20-01-12 | 2.1.1.3 Utang Pemotongan PPh 22 34.091,00
2.1.1.4 Utang Pemotongan PPN 277.273,00
1.1.1.3 Kas di Bend. Pengeluaran 311.364,00
(mencatat penyetoran kas pajak yang
dipungut oleh bendahara pengeluaran)
21-01-12 | 3.1.3.1 RK PPKD Konsolidasian 2.150.000,00
1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 2.150.000,00




(mencatat penyetoran kas yang berasal
dari pendapatan dari bendahara
penerimaan)

30-01-12

RK PPKD Konsolidasian 50.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 50.000,00
(penyetoran pengembalian belanja dari
kas bendahara pengeluaran)

— W
—
—w
w —

31-12-12

RK PPKD Konsolidasian 250.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 250.000,00
(penyetoran jasa giro yang berasal dari

rekening koran bendahara pengeluaran
di akhir tahun)

— W
—
— W
W

VI. PROSEDUR AKUNTANSI ASET

Aset pada SKPD umumnya terdiri atas kelompok:

1. Aset Lancar (Current Asset), terdiri dari: Kas, Piutang, dan Persediaan.

2. Aset Tidak Lancar (Non-Currents Asset), terdiri dari: Aset Tetap dan Aset
Lainnya.

Akuntansi aset pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan aset SKPD.

Khusus untuk aset tetap, transaksi dapat berupa pengadaan, pemeliharaan,
rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan serta pelepasan aset tetap
yang dikuasai/digunakan oleh SKPD.

Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi SKPD membuat bukti
memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut :

Tanggal transaksi

Jenis/nama aset

Kode rekening terkait

Klasifikasi aset tetap

Nilai aset tetap.

NP L=

VI.1 Prosedur Akuntansi Aset Kas

Prosedur akuntansi untuk aset kas sudah melekat pada transaksi
pendapatan, beban dan belanja serta transaksi kas lainnya.

VI.2 Prosedur Akuntansi Aset Piutang (dapat ditagih/diterima sampai
dengan 12 bulan)

Akuntansi aset piutang pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yvang berkaitan dengan transaksi piutang SKPD.

Piutang pada SKPD dapat berupa piutang retribusi dan piutang lainnya.

VI.2.1 Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Berita acara hasil opname/inventarisasi piutang.

2. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam
Jurnal Umum.

3. Bukti lainnya.



VI.2.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Piutang

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi berupa
SKRD atau bukti transaksi lainnya mencatat piutang di dalam Jurnal
Umum.

. Piutang disajikan dalam nilai bruto.

. Bukti transaksi mencakup antara lain:

SKPD;

SKR;

Bukti memorial;

Bukti lainnya.

W N

oo

VI.2.3 Standar Jurnal Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12
bulan)

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi piutang lancar
(dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Pengakuan Bagian Lancar | Dr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Tagihan Penjualan ABEBUILAT o ccasssssssssansasssinsssssnsnsnashasas enms XX
Angsuran di akhir periode | Cr. Tagihan Penjualan Angsuran............ XX
(triwulanan/tahunan)

2 | Pengakuan Bagian Lancar | Dr. Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Tuntutan Ganti Rugi di RUEL...oiviiiiiiiiii, X
akhir peiode X
(triwulanan/tahunan) Cr. Tuntutan Ganti

RUEL....civiiiiiiiiiiiiiiiiininnnns XX

VI.2.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi piutang pada SKPD.
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang bertindak sebagai SKPD
akan digunakan sebagai ilustrasi.

V1.3 Prosedur Akuntansi Aset Persediaan

Akuntansi aset persediaan pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan transaksi persediaan SKPD khususnya yang
menggunakan metode periodik.

Persediaan dapat berupa:

Barang konsumsi;

Barang pakai habis;

Barang cetakan;

Perangko dan materai;

Obat-obatan dan bahan farmasi;
Amunisi;

Bahan untuk pemeliharaan;

Suku cadang;

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
10. Pita cukai dan leges;

11. Bahan baku ;

12. Barang dalam proses/setengah jadi;
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13. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau
diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat;

14. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan/dihibahkan kepada
masyarakat

VI.3.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Buku inventaris barang,

2. Berita acara hasil opname/inventarisasi persediaan,

3. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum,
4. Bukti lainnya.

VI.3.2 Uraian Prosedur Akuntansi Persediaan

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber mencatat
persediaan di dalam Jurnal Umum.
2. Persediaan dicatat berdasarkan nilai perolehan terakhir.
3. Bukti transaksi mencakup antara lain:
a. Buku inventaris barang;
b. Berita acara hasil opname/inventarisasi persediaan;
c. Bukti memorial;
d. Bukti lainnya.

VI1.3.3 Standar Jurnal Persediaan

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat pengakuan persediaan secara
periodik di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan  persediaan  di| Dr.
akhir periode | Persediaan..........ccocoveveniiiiiinninnenn, XX
(triwulanan/tahunan) Cr. Beban
Perse@Iaan . omommemsmmmmmssmommsssssans XX

VI.3.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi persediaan pada SKPD.
Dinas Kesehatan digunakan sebagai ilustrasi.

VI.4. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi aset tetap pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan transaksi aset tetap yang dikuasai/dimiliki SKPD
berupa perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan
penyusutan.

VI1.4.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:
Buku inventaris barang,

Berita acara serah terima pekerjaan,

Berita acara penilaian,

Berita acara serah terima barang,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat keputusan penghapusan,
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7. Surat keputusan hibah,

8. Berita acara pemusnahan,

9. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD),

10. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum,

11. Bukti lainnya.

VI1.4.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Tetap

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber
mencatat aset tetap dart pada Buku Jurnal Utang jika diperoleh dari
pengadaan, dan dicatat pada Buku Jurnal Umum jika diperoleh tidak dari
pengadaan.

2. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dan bila tidak terdapat nilai
perolehan, aset tetap disajikan dengan nilai yang wajar pada saat
perolehan.

3. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan
tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

4. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak
dikapitalisasi.

5. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila
memenuhi salah satu kriteria penambahan volume, penambahan
kapasitas, peningkatan fungsi, peningkatan efisiensi, peningkatan masa
manfaat, dan memenuhi batasan nilai kapitalisasi.

6. Perubahan klasifikasi aset tetap dapat berupa perubahan aset tetap ke
klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

7. Penyusutan dilakukan untuk menyesuaikan nilai aset tetap sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap tersebut.

8. Bukti transaksi mencakup antara lain:

Buku inventaris barang,

Berita acara serah terima pekerjaan,

Berita acara penilaian,

Berita acara serah terima barang,

Kontrak pengadaan barang/jasa,

Surat keputusan penghapusan,

Surat keputusan hibah,

Berita acara pemusnahan,

Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD),

Bukti memorial,

Bukti lainnya.
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VI.4.3 Standar Jurnal Aset Tetap

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset tetap di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan aset tetap hasil | Dr. Aset Tetap/Konstruksi dlm Pengerjaan...XX
pengadaan dari Belanja | cr. Kas di Bendahara Pengeluaran
vup/GU/TO | XX
Dr. Belanja Modal .......ccovviviiiiiiniiiiineenne. XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL .............cooeenl. XX
2 | Pengakuan aset tetap hasil | Dr. Aset Tetap/Konstruksi dlm Pengerjaan... XX
pengadaan dari Belanja LS Cr. RK PPKD Konsolidator..........cccoceviiennnnan. XX




Dr. Belatija. MOAaL ... comsssusss s s ommamanss s ¢ svsvnmen XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ...............ooo.eeee. XX
3 | Pengakunan aset tetap dafi | Dr. ASEL TETAP. ... coemnss siwss soanwon imnwns snsns s coves eamsss XX
hibah Cr. Pendapatan Hibah .................cco. XX
4 | Pelepasan aset tetap Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap......... XX
Cr Aset
TEEAD 5 5 5 s s s swamss wsmwan ponns s sumess uwess o3 XX
5 |Pelepasan aset ‘tetap jika | Dif: KA cvenosisecommsns s s cssusnne s o5 sonsmnms vpasys wos XX
diterima Kas dan | pr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap......... XX
mendapatkan surplus Cr
Surplus/(defisit).....cc.coeeveeiiiiiiiiiii, XX
Cr, Aset
TetaD. it XX
6 | Pelepasan aset tetap jika | DI Kas .o comnnonss s sssmsmns oo sovmmmms sssss s XX
diterima Kas dan | pr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap......... XX
mendapatkan defisit Dr. SUrplus; (efisit) ... .rveerrvereerreerererereeenn. XX
Cr, Aset
R 5102 | N — XX
7 | Jika konstruksi sudah | Dr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap................... XX
selesai dilakukan (misalkan | Dy,
aset yang dihasilkan adalah | Gedung.............cc..ccooviiiiiiiiciicc e, XX
gedung) Cr. Konstruksi dalam
125 o Lo -T2 | o VR —— XX
Cr. Diinvestasikan dlm Aset
TELAD o s s smasmswnane » XX
8 | Penyusutan (depresiasi) Dr. Beban Penyusutan Aset Tetap............... XX
Cr. Akumulasi
LIEBIes 081 sussumses cossmey sanss sasnses pes XX

VI.5. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya

Akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan transaksi aset lainnya pada SKPD.

Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang
jatuh  tempo lebih dari 12 (dua  belas) bulan, tuntutan
perbendaharan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset
lainnya

VI1.5.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:
Buku inventaris barang,

Berita acara serah terima pekerjaan,

Berita acara penilaian,

Berita acara serah terima barang,

Surat keputusan penghapusan,

Surat keputusan hibah,

Berita acara pemusnahan,
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8.
9

10.

Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD),

Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum,

Bukti lainnya.

VI.5.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Tetap

1.

2.

Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber
mencatat aset lainnya di dalam Jurnal Umum.

Aset lainnya dicatat berdasarkan nilai perolehan dan bila tidak terdapat
nilai perolehan, aset lainnya disajikan dengan nilai wajar pada saat
perolehan.

. Aset lainnya diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan

tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
Bukti transaksi mencakup antara lain:
. Buku inventaris barang,
. Berita acara serah terima pekerjaan,
. Berita acara penilaian,
. Berita acara serah terima barang,
. Surat keputusan penghapusan,
Surat keputusan hibah,
. Berita acara pemusnahan,
. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD),
Bukti memorial,
Bukti lainnya.
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VI.5.3 Standar Jurnal Aset Lainnya

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset lainnya di

SKPD:
No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan aset lainnya dari | Dr. Aset Lainnya .............ccocoeeiin XX
hasil pengadaan dari Belanja | cr, Kas di Bendahara Pengeluaran
up/GU/TU XX
Dr. Belanja .......ccooveveiiiiiiiiiiiiiiinnenn. XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ........................ XX
2 | Pengakuan aset lainnya hasil | Dr. Aset Lainnya ...........c.ccooeevviiineinnn. XX
pengadaan dari Belanja LS | Cr. RK PPKD Konsolidator ...............cccccocoe... XX
Dr. Belanja ........cocvveviiiiiiiiiiiiiinnnn XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ... v s sossanss XX
3 | Pengakuati aset laintiya dari | Dr. Aset LAINNIYVA . coevsumesn o s snenennons s « smnonsn ns XX
hibah Cr. Petidapatary HIBAK. s s cosmmmemmn s o v was XX
4 | Pelepasan aset lainnya Dr. Akumulasi Amortisasi ...........c..ceeevueenne. XX
Cr. Aset Lainnya
............................................... XX
5 | Pelepasan aset lainnya jika | DE. Ka8 ;.. o s cosmmmmons s s sosompwmnes s voonmes o XX
diterima Kas dan | Dr. Akumulasi Amortisasi ........................ XX
mendapatkan surplus Cr.
SUTPIAS / (AERSIT). 2 « somunmonns s sumuns samns sowwns s swwsn XX
Cr. Aset




Lainnya.....coocoeiiiiiiiiiiiiii XX
6 | Pelepasan aset lainnya jika | Dr. Kas .......ccocooviiiiiiiiiin . XX
diterima Kas dan | Dr, Akumulasi AMOrtisasi .............c..cveven.. XX
mendapatkan defisit Dr. Surplus/(defisit)......ccocceeviiiiiiiiiiiiiininnnnnn. XX
Ct. Aset Lainnya
............................................... XX
7 | Jika aset laiiniya | DIt ASEE LATICAT . ....o. ssusis insins s sasinis aiions s sowns osmms XX
diklasifikasikan ke dalam | ¢ Aset Lainnya
asetlancar | XX
8 | Amortisasi aset lainnya Dr. Beban Amortisasi .........cccovvvvvvenennennnnen. XX
Cr, Akumulasi
AmOrtiSasi..c.ouueuieeiiiiiiiiiiiiiiienen, XX

VI.5.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan contoh transaksi aset lainnya pada SKPD.

VII. PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN

Akuntansi kewajiban pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan kewajiban/utang SKPD.

Pada umumnya kewajiban yang timbul dalam transaksi SKPD adalah
kewajiban jangka pendek dalam bentuk utang pemotongan pajak, utang
kepada rekanan/pihak ketiga karena telah dilakukan penyerahan
barang/jasa/konstruksi.

VII.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur

akuntansi kewajiban terdiri dari:

1. Surat perintah membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah,

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum

Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

Nota debet,

Bukti potongan pajak,

Surat Setoran Pajak (SSP),

Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BAST),

Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum,

Bukti transaksi lainnya.
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Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi kewajiban dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

No Transaksi Dokumen Sumber Lampiran
Dokumen
Sumber
1 | Penerimaan Utang Pemotongan 1. Daftar/Bukti a. SPM
Pajak Potongan Pajak |b. SP2D
2. Bukti memorial
2 Pelunasan Utang Pemotongan 1. Surat Setoran a. SP2D
Pajak Pajak b. Bukti
2. Daftar/Bukti pengeluaran
Potongan Pajak lainnya (SPJ)
3. Bukti memorial
3 | Penerimaan 1. BAST Kontrak
barang/jasa/konstruksi dari hasil | 2. Bukti memorial
pekerjaan
4 | Pembayaran pekerjaan atas 1. Berita Acara a. SPP
barang/jasa/konstruksi yang Serah Terima b. SPM
telah diterima 2. SP2D c. SP2D
3. Nota debit bank
4. Bukti
pengeluaran
lainnya

VII. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Kewajiban

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber mencatat

kewajiban di dalam Jurnal Umum.

2. kewajiban dicatat berdasarkan nilai nominal.
3. kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat

kewajiban timbul.
4. Bukti transaksi mencakup antara lain:
a. Nota debet,
b. Bukti potongan pajak,
c. Surat Setoran Pajak,

. Berita acara serah terima barang/jasa,

d
e. Bukti memorial,
f. Bukti lainnya.

VII. 3 Standar Jurnal Kewajiban

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi kewajiban di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Penerimaan Utang Dr. Kas di Bend. Pengeluaran...................... XX
Pemotongan Pajak Cr.Utang
] T T T T T T ——— XX
2 | Pelunasan Utang Dr, Utang
Pemotongan Pajak Pajak.............ocovmemensisssssssssssasssssines XX
Cr. Kas di Bend.
Pengeluaran.........cooceeveiiiiiiinininns XX
3 | Penerimaan hasil Dr. Gedung dan
pekerjaan berupa BatUTIA T o isvsesssasssassssissassaasasss XX




barang/Jasa/Fisik Cr. Utang Jangka Pendek
Konstruksi Lainnya........ccoevuvivniinnnns XX

4 | Pembayaran hasil Dr. Utang Jangka Pendek
pekerjaan Lainnya........cc.coeeveninnn XX
barang/Jasa/Fisik Cr. RK PPKD
Konstruksi (SP2D LS) | Konsolidator........cc.oeviiiiieiiiiiieniiiinens XX

VIII. PROSEDUR AKUNTANSI KOREKSI

Prosedur akuntansi koreksi meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan koreksi. Ada dua macam koreksi yaitu :

1. Koreksi karena salah pencatatan meliputi kesalahan dalam mencatat akun
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Koreksi ini hanya memindahkan klasifikasi akun tanpa ada kas yang
terlibat.

2. Koreksi terhadap pengembalian pendapatan dan belanja pada SKPD yang
mengakibatkan adanya pengembalian yang melibatkan
penerimaan/pengeluaran kas dari/ke rekening Kas Umum Daerah
dan/atau rekening bendahara. Beberapa kemungkinan koreksi karena
pengembalian pendapatan dan belanja pada SKPD adalah sebagai berikut :
a. Pengembalian pendapatan pada SKPD merupakan pengembalian

yang sifatnya:

1) Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode
sebelumnya,

2) Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang
berjalan.

b. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja
yang terjadi pada:
1) Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja
berkenaan,
2) Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan
pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan.

VIII.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur
akuntansi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja terdiri dari:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang
menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi,

2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah,

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

4. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan
dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke rekening
Kas Daerah,




8.

9.

Secara

Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer

penerimaan/pengeluaran daerah,

Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah,

Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah,
Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa
pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai belanja
Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum.
sumber untuk prosedur akuntansi koreksi

ringkas dokumen

pengembalian pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No | Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen
Sumber
1 | Koreksi kesalahan 1. STS a. SKPD
2. Nota kredit bank b. SKR
3. SP2D c. Tanda bukti
4. Nota debit bank pembayaran
5. Bukti penerimaan/ | d. BAST barang/jasa
pengeluaran e. Kontrak Pengadaan
lainnya f. Barang/Jasa
6. Bukti memorial g. Bukti lainnya
2 | Pengembalian 1. SP2D a. SKPD/SKR, STS, Tanda
kelebihan 2. Nota debit bank bukti penerimaan
pendapatan 3. Bukti pengeluaran lainnya
lainnya b. SPJ Bendahara
4. Bukti memorial Penerimaan
3 | Pengembalian 1. STS a. SPD, SPP, SPM
kelebihan belanja 2. Nota kredit bank b. SP2D
3. Bukti penerimaan |c. SPJ bendahara
lainnya pengeluaran
4. Bukti memorial

VIII. 2.1 Uraian Prosedur Koreksi Akuntansi Karena salah Pencatatan

1.

2.

Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi mencatat
ke dalam Jurnal Umum.

Transaksi penerimaan pendapatan dicatat pada tanggal pemindahbukuan
ke rekening Kas Daerah dari rekening pihak III.

Transaksi pengeluaran belanja dicatat pada tanggal pemindahbukuan dari
rekening Kas Daerah ke rekening pihak III.

Transaki koreksi dicatat pada saat tanggal dilakukannya pengkoreksian
oleh bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran.

Akuntansi pendapatan dan belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
Bukti transaksi (dokumen sumber) selain kas mencakup antara lain:

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D);

Surat Tanda Setoran (STS);

Bukti transfer;

Nota debit bank;

Nota kredit;
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f. Bukti penerimaan/pengeluaran lainnya;
g. Bukti memorial.

VIII.2 Uraian Prosedur Akuntansi Koreksi Pengembalian Pendapatan dan
Belanja/Beban

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi mencatat
ke dalam Jurnal Umum . Transaksi kas lainnya antara lain meliputi:
a. Pengembalian pendapatan pada SKPD merupakan pengembalian yang

sifatnya:

1) Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode
sebelumnya,

2) Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang
berjalan.

b. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja
yang terjadi pada:
1) Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja
berkenaan,
2) Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan
pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan.

2. Bukti transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja mencakup
antara lain:

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Tanda Setoran (STS),

Nota Kredit,

Nota Debit,

e. Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya,
f. Bukti memorial.

3. Akuntansi transaksi pengembalian pendapatan dilakukan oleh PPK-SKPD
setelah mendapatkan informasi transfer kas dari BUD.

4. Akuntansi transaksi pengembalian belanja dilakukan oleh PPK-SKPD
berdasarkan SPJ bendahara pengeluaran,

5. Transaksi penyetoran pengembalian belanja/Uang Persediaan ke Kas
Daerah. Transaksi atas koreksi atas penerimaan kembali kelebihan belanja
yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang
belanja dan apabila diterima pada periode berikutnya koreksi belanja
dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
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VIII.3.1 Standar Jurnal Koreksi Akuntansi Karena salah Pencatatan

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi koreksi akuntansi
karena salah pencatatan di SKPD :

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Koreksi alternatif 1 Dr. Akun yang
BETAT. . ......ccuiveecnenarainsissassasnisins XX
Cr Akun yang salah
........................................ XX

2 | Koreksi alternatif 2 Dr. Akun yang
ST 121 o PP PPN XX
Cr. Akun yang
benar......ccovviiiiiiie XX




VIII. 3.2 Standar Jurnal Koreksi Pengembalian Pendapatan dan

Belanja/Beban

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi koreksi

pengembalian pendapatan dan belanja di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengembalian Kelebihan | Dr. Pendapatan-LO..............cooooviinn, XX
Pendapatan periode berjalan | cr.Kas di bend
dan dana belum disetorkan | penerimaan...........ccoceuerueene. XX
ke kas daerah
Dr. Pendapatan-LRBA s snomenvmssss s s XX
Cr. Estimmasi Perubahan SAL .. osesss ovmses XX
2 | Pengembalian Kelebihan | Dr. Pendapatan-LO...........cocoooiiiininn, XX
Pendapatan periode berjalan | cr, RK
(dana sudah disetorkan Ke | PPKD............ccccceoviveiniiiiiiniiiinienn XX
kas daerah) atau periode
sebelumnya dimana laporan
keuangan belum diterbitkan Dr. Pendapatan-LRA ....................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ..................... XX
3 | Pengembalian kelebihan | Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran.......... XX
belanja periode berjalan atau | Cr.
periode sebelumnya dimana | Beban.................ov....c.oorroeereeeserorssrrrreoeee XX
laporan keuangan belum
diterbitkan (kas diterima ) .
oleh bendahara pengeluaran) Dr. Estimasi Perubahan SAL ................. XX
Ct. BEIARTA . coummmsss s ssmunnn v 45 savamsmn s 1153 seomwns XX
4 | Pengembalian kelebihan | Dr. RK PPKD Konsolidator ....................... XX
belanja periode berjalan atau | Cr.
periode sebelumnya dimana | Beban................oo...oororreooreeeeeoossorreeoi XX
laporan keuangan belum
diterbitkan, kas tidak . .
diteritna oléh Bendahara Dr. Estimasi Perubahan SAL ................. XX
Pengeluaran (disetor (8 Belanja ............................................ XX
langsung ke kas daerah)
5 | Pengembalian kelebihan | Dr. RK PPKD
belanja periode sebelumnya, | Konsolidasian........................... XX
laporan keuangan sudah | cr, Pendapatan Lain-lain-
diterbitkan (sudah diaudit), | LO................c.cenen XX
transaksi ini hanya
dibukukan di DPKD sebagai . )
SKPKD/PPKD Dr. Estimasi Perubahan SAL ................. XX
Cr. Pendapatan Lain-lain-
LB s o515 sommnnssss XX




AKUNTANSI DI PPKD

I UMUM

Akuntansi di PPKD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian
proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan,
penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan
serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBD oleh PPKD sebagai pengguna anggaran.

Prosedur Akuntansi di PPKD sebagai pengguna anggaran meliputi:

Prosedur akuntansi anggaran

Prosedur akuntansi pendapatan

Prosedur akuntansi beban dan belanja

Prosedur akuntansi pembiayaan;

Prosedur akuntansi aset;

Prosedur akuntansi kewajiban;

Prosedur akuntansi koreksi transaksi pengembalian pendapatan dan
belanja.
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Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi di PPKD terdiri dari :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PPKD), yang memiliki tugas
sebagai berikut:

a. Mencatat transaksi anggaran, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transaksi kas lainnya, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain
kas berdasarkan bukti-bukti terkait;

b. Memposting jurnal ke dalam buku besar;

c. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang
di PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas
transaksi yang terkait dengan proses pelaksanan akuntansi di PPKD.

II. PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran pada PPKD selaku pengguna anggaran meliputi
serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari
pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan data keuangan serta
pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran PPKD.

II.1 Dokumen Sumber yang Digunakan
Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan data anggaran
adalah DPA-PPKD dan DPPA-PPKD

I1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Anggaran

Uraian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh
PPK PPKD dalam melakukan pencatatan data anggaran. Secara umum
prosedur akuntansi anggaran meliputi :



2.

. Fungsi Akuntansi pada PPK-PPKD berdasarkan DPA-PPKD dan DPPA-
PPKD mencatat ke dalam buku jurnal anggaran. Setiap jurnal disertai

rekening-lawan “estimasi perubahan SAL”.
Bukti transaksi anggaran adalah DPA-PPKD dan DPPA-PPKD.

I1.3 Standar Jurnal Transaksi Anggaran

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat anggaran di PPKD:

No Data Standar Jurnal
1 | Anggaran pendapatan dan |Dr. Estimasi
penerimaan pembiayaan | Pendapatan.......................... XX
PPKD Dr. Estimasi Penerimaan Pembiayaan ...XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL
.................... XX
2 | Anggaran belanja  tidak | Dr. Estimasi Perubahan
langsung dan pengeluaran |SAL.................... XX
pembiayaan PPKD Cr. Apropriasi Belanja
.............................. XX
Pendapatan limpahan hanya Cr. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
untuk  alokast  anggaran | XX
belanja tidak langsung
Gt RK PPKD Konsolidator
....................... XX
Cr. Pendapatan Limpahan
....................... XX

III.

PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi pendapatan pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
vang berkaitan dengan pendapatan PPKD.

Pada umumnya transaksi pendapatan yang ada di lingkungan PPKD berasal

dari

penerimaan :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1.
2.
3.

Pajak Daerah;
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
Lain-lain PAD yang Sah.

3. Dana Transfer, meliputi :

i e

o

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

Dana Insentif Daerah;

Dana Penyesuaian (Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Profesi
Guru);

Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah Lainnya.




4. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi :

1.
2

Pendapatan Hibah;
Pendapatan Lainnya.

II1.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
pendapatan adalah sebagai berikut :

1.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk
menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak.

Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dokumen yang diselenggarakan
Bendahara  Penerimaan untuk  menerima/mencatat transaksi
pendapatan dan bagi PPK SKPD untuk dijadikan dokumen dalam
menyelenggarakan akuntansi pada SKPD

Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan
Bendahara Penerimaan untuk menyetor/mencatat transaksi pendapatan
dan bagi PPK SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan
akuntansi pada SKPD.

Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
pendapatan.

Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum
daerah.

II1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Pendapatan

Uraian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh
PPK-PPKD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan. Secara
umum prosedur akuntansi pendapatan meliputi :

1.

w N

4.

Fungsi Akuntansi pada PPK-PPKD berdasarkan bukti transaksi
pendapatan mencatat ke dalam buku jurnal piutang jika diawali dengan
penetapan pendapatan, atau mencatat ke dalam buku jurnal
penerimaan kas jika pendapatan diterima secara kas tanpa melalui
penetapan. Setiap jurnal disertai rekening-lawan asal piutang atau
penerimaan kas yang dimaksud.

Pendapatan dari penetapan dicatat berdasarkan nilai nominal penetapan
Penerimaan kas dari penerimaan pendapatan dicatat berdasarkan asas
bruto, yaitu dengan membukukan seluruh jumlah penerimaan
pendapatan (bruto) dan tidak dibenarkan mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran biaya).

Bukti transaksi pendapatan mencakup antara lain:

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah)

Tanda Bukti Penerimaan (TBP)

Surat Tanda Setoran (STS);

Bukti transfer;

Nota kredit;

Bukti penerimaan lainnya.
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Urutan prosedur disusun berdasarkan jenis alur pendapatan yang terdiri

dari :

1. Pendapatan Pajak Tipe A

Merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan
pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan
yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe A ini adalah
Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Air Permukaan.

. Pendapatan Pajak Tipe B

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap
nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar
untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang
termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah pajak hotel,
pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir,
pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, serta bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan.

II1.3 Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan Pajak

Tipe A di PPKD :

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Penetapan Surat Ketetapan | Dr. Piutang Pajak
Pajak Daerah | XX
Cr. RK PPKD Konsolidator
...................... XX
2 | Pelunasan Surat Ketetapan | Dr. RK PPKD
Pajak Daerah (untuk | Konsolidator....................... XX
penyusunan LO) Cr. Piutang Pajak
.................................. XX
3 | Penerimaan kas dari | Dr. Estimasi Perubahan SAL ................ XX
pelunasan Surat Ketetapan Cr. Pendapatan LRA
Pajak Daerah (untuk | XX
penyusunan LRA)

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan Pajak

Tipe B di PPKD:

No Transaksi Standar Jurnal

1 Penerimaan kas dari | Dr. RK PPKD Konsolidator ................. XX
pendapatan sebelum Cr. Piutang Pajak
penetapan (untuk | XX
penyusunan LO) Dr. Piutang Pajak .......c.c.coooooiiiiinis XX

Cr. RK PPKD

Penjurnalan dilakukan | Konsolidator............eeeee..... XX
sebanyak 2 (dua) kali untuk
mencatat pendapatan retribusi




dan kas yang diterima pada RK
PPKD Konsolidator

2 | Penerimaan kas dari | Dr. Estimasi Perubahan SAL ................ XX
pendapatan sebelum Cr. Pendapatan o LRA
penetapan (untuk | XX
penyusunan LRA)

4 | Pengakukan utang  jika | Dr. RK PPKD Konsolidator ................. XX
setelah penetapan diketahui Cr. Utang
kelebihan bayar dari wajib | . XX
pajak

5 | Pengakukan piutang jika | Dr. Piutang Pajak
setelah penetapan diketahui | ................... XX
kekurangan bayar dari wajib Cr. RK PPKD
pajak Konsolidator........c.coceevininnns XX

IV. PROSEDUR AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA PPKD

Akuntansi beban dan belanja pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan beban dan belanja PPKD.

Akuntansi beban dan belanja pada PPKD meliputi akuntansi untuk beban dan
belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah
Uang (TU) dan belanja langsung (LS) dimana bendahara pengeluaran
menerima kas untuk pengeluaran beban dan belanja tersebut.

IV.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi belanja
dan beban adalah sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang
menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran.

3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah.

4. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya merupakan
dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk.

6. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran
daerah.

7. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah.




8. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa
pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai

belanja.

Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi beban dan belanja
PPKD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Transaksi Dokumen Sumber Lampiran
Dokumen
Sumber
1 | Beban dan belanja dengan 1. Nota Permintaan | 8 SPD
mekanisme UP/TU Dana b. SPP
2. Daftar belanja c. SPM
3. Bukti pengeluaran d. SP2D
/SPJ e. SPJ
f. Bukti
transaksi
lainnya
2 | Beban dan belanja dengan 1. Nota Permintaan Dana | @ SPD
mekanisme GU 2. Daftar belanja b. SPP
3. Bukti pengesahan | ¢. SPM
pengeluaran/ SPJ d. SP2D
e. SPJ
f. Bukti
transaksi
lainnya
3 | Beban dan belanja dengan 1. Daftar Belanja a. SPD
mekanisme LS 2. SP2D b. SPP
3. Nota debit bank c. SPM
4. Bukti pengeluaran
lainnya
4 | Beban penyusutan dan Bukti Memorial a. Daftar
beban penyisihan piutang Penyusutan
Aset Tetap
b. Daftar Umur
Piutang

IV.2 Uraian Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja PPKD

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-PPKD berdasarkan bukti transaksi beban
dan belanja mencatat ke dalam buku jurnal utang jika diawali dengan
pengakuan utang, atau mencatat ke dalam buku jurnal pengeluaran kas
jika beban dan belanja dikeluarkan secara kas tanpa melalui pengakuan
utang. Transaksi beban dan belanja PPKD meliputi:
a. Transaksi beban dan belanja melalui mekanisme UP/GU/TU, yang

dicatat
pengeluaran.

harian pada

saat

kas dibayarkan

oleh bendahara

b. Transaksi beban dan belanja melalui mekanisme LS, dicatat harian
pada saat tanggal pemindahbukuan ke rekening penerima/pihak

ketiga

c. Pencatatan beban penyusutan dan beban penyisihan piutang dicatat

harian pada saat daftar penyusutan aset tetap

piutang disahkan.

2. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan nilai nominal.

3. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4. Bukti transaksi beban dan belanja mencakup antara lain:

dan daftar umur
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Daftar Belanja

Bukti Memorial

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D);
Bukti Transfer;

Nota debit bank;

Bukti pengesahan SPJ;

Bukti Pengeluaran lainnya.

IV.3 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas

di SKPD:
No Transaksi Standar Jurnal
1 |Beban dan belanja dengan | Dr. Beban Bansos .............. XX
menggunakan uang persediaan | Cr, Kas di Bendahara
yang dicairkan melalui SP2D | pengeluaran......XX
UP/GU/TU
Dr. Belanja Bansos sssevesmss XX
Cr Estimasi Perubahan SAL
............... XX
2 | Beban dan belanja bansos dengan | Dr. Kas di Bend. Pengeluaran........ XX
mekanisme LS (bendahara | cr. RK PPKD Konsolidasian
pengeluaran menerima kas| ... XX
terlebih dahulu)
Dr. Beban BafiS0s:: . cxsueasississssss XX
Cr. Kas di Bend. Pengeluaran
............. XX
Dr. Belanja Bansos...................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL
............... XX
3 |Beban dan Dbelanja dengan | Dr. Beban Hibah......................... XX
mekanisme LS Cr. RK PPKD
Konsolidasian.............. XX
Dr. Belanja Hibah ...................... XX
Cr. Estimasi Perubahan  SAL
............... XX
4 | Pencatatan beban penyusutan Dr. Beban
Penyusutan.................... XX
Cr. Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap XX
5 | Pencatatan beban  penyisihan | Dr. Beban Penyisihan
piutang Piutang........ XX
Cr. Akumulasi Penyisihan Piutang
....... XX




V.

PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Akuntansi pembiayaan pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan pembiayaan PPKD

Contoh dari transaksi pembiayaan meliputi :
1. Penerimaan pembiayaan daerah, dan
2. Pengeluaran pembiayaan daerah,

V.1 Dokumen Sumber yang Digunakan:

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
pembiayaan adalah sebagai berikut:

1.

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat
yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah.

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk.

4. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
penerimaan/pengeluaran daerah.

5. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah.

6. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk rekening bendahara
pengeluaran.

7. Rekening koran merupakan laporan transaksi penyetoran dan penarikan
dana pada rekening nasabah bank.

8. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke
dalam Jurnal Umum.

9. Bukti Lainnya
Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi pembiayaan
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Transaksi Dokumen Lampiran Dokumen Sumber
Sumber
Penerimaan 1. Nota Kredit a. SPJ Pendapatan
Pembiayaan 2. Bukti b. Perda/Surat Keputusan
Transfer c. Bukti Lainnya
3. Bukti
memorial
2 | Pengeluaran 1. SP2D a. SPD
Pembiayaan 2. Nota Debet b. SPP
3. Bukti c. SPM
Tran§fer d. SPJ Belanja
4. Bukti e. Perda/Surat Keputusan




Memorial

f. Bukti Lainnya

V.2 Uraian Prosedur Akuntansi Pembiayaan

1. Fungsi Akuntansi pada PPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke
dalam buku jurnal piutang jika diawali dengan pengakuan piutang, atau
mencatat ke dalam buku jurnal penerimaan kas jika penerimaan
pembiayaan diterima secara kas tanpa melalui pengakuan piutang.

2. Fungsi Akuntansi pada PPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke
dalam buku jurnal utang jika diawali dengan pengakuan utang, atau
mencatat ke dalam buku jurnal pengeluaran kas jika pengeluaran
pembiayaan dikeluarkan secara kas tanpa melalui pengakuan utang.

3. Bukti transaksi pembiayaan lainnya mencakup antara lain:

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D);
Bukti Transfer;

Nota Kredit;

Nota Debet;

Bukti Memorial; dan

Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya.
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V.3 Standar Jurnal Pembiayaan

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pembiayaan di

PPKD :

No Transaksi Standar Jurnal

1. | Penerimaan Pembiayaan | Dr. RK PPKD
Ronsalid atorsessmessusmmsnssosmmasammenss XX
Cr. Utang/Pinjaman/Dana
Cadangan/Divestasi....... XX
Dr. Estimasi Perubahan SAL
................................ XX
Cr, Penerimaan
|53 8313) 24 f- -1 o TSP XX

2. | Pengeluaran Dr. Utang/Pinjaman/Dana

Pembiayaan Cadangan/Divestasi... XX

Cr. RK PPKD
KoNSOlIAaSIaAN. ... cumossmamisisissmmmmanssiisinn XX
Dr. Pengeluaran
Pembiayaan.........c.cocveveninnnenes XX
Cr. Estimasi Perubahan
3 Y P — XX

VI. PROSEDUR AKUNTANSI ASET

Akuntansi aset pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang

berkaitan dengan aset PPKD.




Aset pada PPKD pada umumnya terdiri dari kas, investasi jangka pendek, aset
lainnya, dan aset-aset yang berasal dari transaksi pembiayaan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah misalnya investasi jangka panjang atau dana
cadangan.

Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti
memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut :

Tanggal transaksi
Jenis/nama aset
Kode rekening terkait
Klasifikasi aset

Nilai aset.

ol g

VI.1 Prosedur Akuntansi Aset Kas

Prosedur akuntansi berupa aset kas sudah melekat pada transaksi transaksi
pendapatan, beban dan belanja serta transaksi pembiayaan.

VI.2 Prosedur Akuntansi Aset Piutang (dapat ditagih/diterima sampai
dengan 12 bulan)

Akuntansi aset piutang pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan transaksi piutang PPKD.

Piutang pada PPKD dapat berupa bagian lancar dari pinjaman yang diberikan,
bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tagihan penjualan
angsuran, dan piutang lainnya.

VI.2.1 Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah/surat keputusan Walikota mengenai pemberian
pinjaman.

2. Surat keputusan mengenai pembebanan tuntutan perbendaharaan.

3. Berita acara hasil opname/inventarisasi piutang.

4. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam
Jurnal Umum.

5. Bukti lainnya.

VI.2.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Piutang

1. Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat piutang di
dalam Jurnal Umum.

2. Piutang disajikan dalam nilai bruto.

3. Bukti transaksi mencakup antara lain:
a. Peraturan daerah/surat keputusan Walikota mengenai pemberian

pinjaman;

b. Surat keputusan mengenai pembebanan tuntuan perbendaharaan;
c. Bukti memorial,
d. Bukti lainnya.

4. Piutang diakui dan dicatat pada akhir periode pelaporan keuangan
(triwulanan/tahunan) dan disajikan dalam laporan keuangan periode
tersebut.



V1.2.3 Standar Jurnal Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12
bulan)

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi piutang lancar
(dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) di PPKD :

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan Piutang Dr. Piutang.......ccooveveiniinineniiniiiiinnann, XX
Cr. RK PPKD
Konsolidator .. swssmmeasssssossss XX
2 | Pengakuan Bagian Lancar | Dr. Bagian Lancar Pinjaman................ XX
Pinjaman yang diberikan di| Cr, Aset Lainnya-Aset Lain-
akhir periode | Jain............... XX
(triwulanan/tahunan)
3 | Pengakuan Bagian Lancar | Dr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Tagihan Penjualan Angsuran BIVEOTUIEETL. . e s 55 85568385285 35 55580 XX
dl_ akhir peiode Cr.Tagihan Penjualan Angsuran...........
(triwulanan/tahunan) XX

4 | Pengakuan Bagian Lancar | Dr. Bagian Lancar Tuntutan
Tuntutan Perbendaharaan di Perbendaharaan ................... XX

akhir peiode | Cr. Tuntutan perbendaharaan............ XX
(triwulanan/tahunan)

V1.3 Prosedur Akuntansi Aset Investasi
Akuntansi aset berupa investasi pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik

manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan transaksi investasi PPKD.

Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek
dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok
aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset
non lancar.

V1.3.1 Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat
yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi,

2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah,

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

4. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
pengeluaran daerah,




7.

8.

Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang

menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum

daerah,

Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang

menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening Kas Umum

Daerah,

dalam Jurnal Umum,
Bukti transaksi lainnya.

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke

VI.3.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Investasi

1.

2.

Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat transaksi

investasi di dalam Jurnal Umum.

SP2D;

Bukti transfer,
Nota debet bank,
Nota kredit bank,
Bukti memorial;
Bukti lainnya.
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Bukti transaksi mencakup antara lain:

VI.3.3 Standar Jurnal Akuntansi Aset Investasi

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi Investasi di PPKD:

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Pengakuan Investasi Jk Pendek | Dr. Investasi Jangka Pendek...................... XX
Cr. RK PPKD Konsolidator...............c.ceeeuneeen. XX

2 | Pelepasan Investasi Jk Pendek | Dr. RK PPKD Konsolidator......................... XX
Cr.Investasi Jangka
Pendek.............ccoeeinni.. XX

3 | Pengakuan Investasi Jk | Dr. Investasi Jangka Panjang...................... XX

Panjang Cr. RK PPKD Konsolidator.............c.cc.cueuae. XX

Dr. Pengeluaran Pembiayaan..................... XX
Ce. Estimasi Perubahan
SAL...covviiiiiiiininnnnnn, XX

4 | Pelepasan Investasi Jk Panjang | Cr. RK PPKD Konsolidasian...................... XX
Cr.Investasi Jangka Parijang. ... s sses coss XX
Dr. Penerimaan Pembiayaan..................... XX
Cr. Estimasi Perubahan
SAL...covviiiiiiiniinnnnn. XX

VI.4 Prosedur Akuntansi Aset Dana Cadangan

Akuntansi Aset berupa Dana Cadangan pada PPKD meliputi serangkaian

proses,

baik manual maupun terkomputerisasi,

mulai dari pencatatan,

penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan
serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi Dana Cadangan
PPKD.




VI1.4.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.

T

8.

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat
yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi,

Surat perintah mebayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
pengeluaran daerah,

Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah,

Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening Kas Umum
Daerah,

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke
dalam Jurnal Umum,

Bukti transaksi lainnya.

VI.4.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Dana Cadangan

1.

2.

Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat Dana
Cadangan di dalam Jurnal Umum.

Bukti transaksi mencakup antara lain:

SP2D,

Bukti transfer,

Nota debet bank,

Nota kredit bank,

Bukti memorial,

Bukti lainnya.
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V1.4.3 Standar Jurnal Dana Cadangan

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi Dana Cadangan:

No

Transaksi Standar Jurnal

Pengakuan Dana Cadangan | Dr. Dana Cadangan....cisssevms sovans vunsss vonnss ane XX

Cr. RK PPKD Konsolidator........c.cooovviviviiininnnns XX

Dr. Perigelusaran Pembiayaam, e ssosss sswsss o XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL.........cc..ccooiuuniee.. XX

Pelepasan Dana Cadangan | Dr. RK PPKD Konsolidator......................... XX
Cr.. Dana 'Cadangam. . . ... s seswss s vms sasmuis sanm o XX

Dr. Penerimaan Pembiayaan..................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL...........ccccooeiiin. XX




VI.S. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi aset tetap pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan transaksi aset tetap yang dicatat PPKD
berupa perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan
penyusutan.

VI1.4.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

m o0 N0 UAWN -

Buku inventaris barang,

Berita acara serah terima pekerjaan,

Berita acara penilaian,

Berita acara serah terima barang,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Surat keputusan penghapusan,

Surat keputusan hibah,

Berita acara pemusnahan,

Surat keputusan penetapan status penggunaan barang (antar SKPD),

. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum,
. Bukti lainnya.

VI.4.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Tetap

1.

2.

.U]

Fungsi Akuntansi pada PPK-PPKD berdasarkan dokumen sumber
mencatat aset tetap dari Buku Jurnal Umum.

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dan bila tidak terdapat nilai
perolehan, aset tetap disajikan dengan nilai yang wajar pada saat
perolehan.

Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan
tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak
dikapitalisasi.

Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila
memenuhi salah satu kriteria penambahan volume, penambahan
kapasitas, peningkatan fungsi, peningkatan efisiensi, peningkatan masa
manfaat, dan memenuhi batasan nilai kapitalisasi.

Perubahan klasifikasi aset tetap dapat berupa perubahan aset tetap ke
klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

Penyusutan dilakukan untuk menyesuaikan nilai aset tetap sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap tersebut. Penyusutan
diterapkan bersamaan dengan penerapan basis akrual.

Bukti transaksi mencakup antara lain:

Buku inventaris barang,

Berita acara serah terima pekerjaan,

Berita acara penilaian,

Berita acara serah terima barang,

Kontrak pengadaan barang/jasa,

Surat keputusan penghapusan,

Surat keputusan hibah,

Berita acara pemusnahan,

Surat keputusan penetapan status penggunaan barang (antar SKPD),
Bukti memorial,

Bukti lainnya.
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VI.4.3 Standar Jurnal Aset Tetap

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset tetap di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan aset tetap Dr. Aset Tetap/Konstruksi dlm Pengerjaan... XX
Cr, RK PPKD KotiSolidasian . cosmwss sevss sssss soas vas XX
D, Belantja MOdal oo s s i sommuesss s s XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL ........................ XX
2 | Pengakuan aset tetap dari| Dr. ASSE TEtaiDe s svumes ssumss svinns sasens ssms s gones wnen XX
hibah Cr. Pendapatan Hibah .............c..coooiiil. XX
3 | Pelepasan aset tetap Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap......... XX
Cr Aset
7= o T TP XX
4 | Pelepasan aset tetap jika |Dr.Kas ..........ccoooiin XX
diterima Kas dan | Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap......... XX
mendapatkan surplus Cr.
Surplias / (efiSit). . ; s s s v s sosesn sssuwsas XX
Cr. Aset
LD e 55 3 5530500 5 e s Ssmses § SREHG sies XX
5 |Pelepasan aset tetap Jika | Drc K&B .. coommonss s conmmmmnnns s somovvamsen s vonmmes ommm XX
diterima Kas dan | pr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap......... XX
mendapatisan delsit Dr. Surplus/(defisit).......c.ocooeviviiiiiiiin. XX
Cr. Aset
BN =Y < PP PPPPTTTTTTR XX
6 | Penyusutan (depresiasi) Dr. Beban Penyusutan Aset Tetap............... XX
Cr. Akumulasi
Depresiasi.....c.coeeiiniiuiiiiiiiininnns. XX

VI.6. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya

Akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik

manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,

sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan

keuangan yang berkaitan dengan transaksi aset lainnya pada PPKD.

Aset lainnya PPKD umumnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran yang
jatuh  tempo lebih dari 12 (dua belas) Dbulan, tuntutan
perbendaharan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari

12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan
aset lain-lain.

VI.6.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

Buku inventaris barang,

Berita acara serah terima pekerjaan,

Berita acara penilaian,

Berita acara serah terima barang,

Surat keputusan penghapusan,

Surat keputusan hibah,

Berita acara pemusnahan,

Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD),
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9. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan
Bendahara Penerimaan untuk menyetor/mencatat transaksi penerimaan
daerah dan bagi PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam
menyelenggarakan akuntansi pada SKPD,

10. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum,

11. Bukti lainnya.

VI.6.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Lainnya

1. Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat aset
lainnya di dalam Jurnal Umum.

2. Aset lainnya dicatat berdasarkan nilai perolehan dan bila tidak terdapat
nilai perolehan, aset lainnya disajikan delam dengan nilai wajar pada
saat perolehan.

3. Aset lainnya diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan
tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

4. Bukti transaksi mencakup antara lain:

Buku inventaris barang,

Berita acara serah terima pekerjaan,

Berita acara penilaian,

Berita acara serah terima barang,

Surat keputusan penghapusan,

Surat keputusan hibah,

Berita acara pemusnahan,

Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD),

Surat Tanda Setoran,

Bukti memorial,

Bukti lainnya.
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VI.6.3 Standar Jurnal Aset Lainnya

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset lainnya di
PPKD :

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan aset lainnya | Df. ASSt LalftiVa.  csus convss sovsss sssss s swsmns sssms s dais XX
Cr. RK PPKD Konsolidasian...........c.cceeeeuveniennne. XX
Dr. Pengeluaran Pembiayaan...................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL.........c.ccociiiiennenn... XX
2 | Pelepasan aset lainnya | Dr. RK PPKD Konsolidator......................... XX
Cr. Aset Lainnya.........cccoeviiiiiiiiiiiieiieieeienn, XX
Dr. Penerimaan Pembiayaan..................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL..........c..ccocevvvninnnn... XX

VII. PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN

Akuntansi kewajiban pada PPKD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan kewajiban/utang PPKD.



Pada umumnya kewajiban yang timbul dalam transaksi umumnya berasal dari
transaksi pembiayaan.

VII.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur
akuntansi kewajiban terdiri dari:

L

o U kLo

¥

Surat perintah membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

Nota kredit,

Nota debet,

Kontrak perjanjian pinjaman,

Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum,

Bukti transaksi lainnya.

Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi kewajiban
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Transaksi Dokumen Sumber Lampiran
Dokumen Sumber
1 | Pengakuan Utang karena 1. Nota kredit a. SP2D
transaksi pembiayaan 2. Bukti memorial | p. Kontrak
3. Tanda terima perjanjian
uang
4. Bukti transaksi
lainnya
2 | Pelunasan Utang karena 1. SP2D a. SPM
transaksi pembiayaan 2. Nota debet b. Kontrak
3. Bukti perjanjian
pelunasan
4. Bukti memorial
5. Bukti transaksi
lainnya

VII. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Kewajiban

1

4.

. Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat

kewajiban di dalam Jurnal Umum.

2. kewajiban dicatat berdasarkan nilai nominal.
3,

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

Bukti transaksi mencakup antara lain:

SPM,

SP2D,

Nota kredit,

Nota debet,

Perjanjian pinjaman,

Bukti memorial,
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g. Bukti lainnya.

VII. 3 Standar Jurnal Kewajiban

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi kewajiban di

PPKD :
No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan utang karena | Dr. RK PPKD Konsolidator............. XX
transaksi Pembiayaan Cr.Kewajiban Jangka Panjang................ XX
Dr. Pengeluaran Pembiayaan............. XX
Cr, Estimasi Perubahan SAL. .o sssss s s o XX
2 | Pelunasan utang karena | Dr. Kewajiban Jangka Panjang........ XX
Pembiayaan Cr. RK PPED Kensoldator.. . soomsse: ; s XX
Dr. Pengeluaran Pembiayaan............. XX
Cr. Estimasi Pernbahan SAL. .owss: s ssss s XX

ViII. PROSEDUR AKUNTANSI KOREKSI

Prosedur akuntansi koreksi meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan koreksi. Ada dua macam koreksi yaitu :

L

Koreksi karena salah pencatatan meliputi kesalahan dalam mencatat akun
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Koreksi ini hanya memindahkan klasifikasi akun tanpa ada kas yang
terlibat.

Koreksi terhadap pengembalian pendapatan dan belanja pada PPKD yang
mengakibatkan adanya pengembalian yang melibatkan
penerimaan/pengeluaran kas dari/ke rekening Kas Umum Daerah
dan/atau rekening bendahara. Beberapa kemungkinan koreksi karena
pengembalian pendapatan dan belanja pada PPKD adalah sebagai berikut :
Pengembalian pendapatan pada PPKD merupakan pengembalian yang

sifatnya:

1) Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode
sebelumnya,

2) Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang
berjalan.

. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja

yang terjadi pada:

1) Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja
berkenaan;

2) Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan
pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan.

VIII.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur
akuntansi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja terdiri dari:



1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat
yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi,

2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah,

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

4. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan
dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke
rekening Kas Daerah,

S. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti
penerimaan/pengeluaran daerah,

6. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah,

7. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum
daerah,

8. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa
pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai
belanja

9. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum.

atas transfer

Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi koreksi
pengembalian pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No | Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber
1 | Koreksi kesalahan 1. STS a. SKPD
2. Nota kredit bank b. SKRD
3. SP2D c. Tanda bukti pembayaran
4. Nota debit bank d. BAST barang/jasa
5. Bukti penerimaan/ e. Kontrak Pengadaan
pengeluaran lainnya barang/jasa
6. Bukti memorial f. Bukti lainnya
2 | Pengembalian 1. SP2D a. SKPD/SKRD, STS, Tanda
kelebihan pendapatan | 2. Nota debit bank bukti penerimaan lainnya
3. Bukti pengeluaran b. SPJ Bendahara
lainnya Penerimaan
4. Bukti memorial
3 | Pengembalian 5. STS d. SPD, SPP, SPM
kelebihan belanja 6. Nota kredit bank e. SP2D
7. Bukti penerimaan f. SPJ bendahara
lainnya pengeluaran
8. Bukti memorial




VIII. 1.1 Uraian Prosedur Koreksi Akuntansi Karena salah Pencatatan

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-PPKD berdasarkan bukti transaksi

mencatat ke dalam Jurnal Umum.

2. Transaksi penerimaan pendapatan dicatat pada tanggal

pemindahbukuan ke rekening Kas Daerah dari rekening pihak III.

3. Transaksi pengeluaran belanja dicatat pada tanggal pemindahbukuan

dari rekening Kas Daerah ke rekening pihak III.

4. Transaki koreksi dicatat pada saat tanggal dilakukannya pengkoreksian

oleh bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran.

5. Akuntansi pendapatan dan belanja dilaksanakan berdasarkan asas

bruto.
6. Bukti transaksi (dokumen sumber) selain kas mencakup antara lain:
Surat Perintah pencairan Dana (SP2D);
Surat Tanda Setoran (STS);
Bukti transfer;
Nota debit bank;
Nota kredit;
Bukti penerimaan/pengeluaran lainnya;
Bukti memorial.
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VIII.2 Uraian Prosedur Akuntansi Koreksi Pengembalian Pendapatan

dan Belanja

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-PPKD berdasarkan bukti transaksi
mencatat ke dalam Jurnal Umum . Transaksi kas lainnya antara lain

meliputi:

a. Pengembalian pendapatan pada PPKD merupakan pengembalian

yang sifatnya:

3) Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau

periode sebelumnya,

4) Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang

berjalan.

b. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali

belanja yang terjadi pada:

3) Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang

belanja berkenaan,

4) Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan

pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan.

2. Bukti transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja

mencakup antara lain:

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Tanda Setoran (STS),

Nota Kredit,

Nota Debit,

Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya,
Bukti memorial.
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3. Akuntansi transaksi pengembalian pendapatan dilakukan oleh PPK-

PPKD setelah mendapatkan informasi transfer kas dari BUD.

4. Akuntansi transaksi pengembalian belanja dilakukan oleh PPK-PPKD

berdasarkan SPJ bendahara pengeluaran,

5. Transaksi penyetoran pengembalian belanja/Uang Persediaan ke Kas
Daerah. Transaksi atas koreksi atas penerimaan kembali kelebihan
belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai
pengurang belanja dan apabila diterima pada periode berikutnya koreksi

belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.



VIII.2.1 Standar Jurnal Koreksi Akuntansi Karena salah Pencatatan

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi koreksi akuntansi
karena salah pencatatan di PPKD:

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Koreksi alternatif 1 Dr, Akun yang
benar.......ccoovviiiiii XX
Cr. Akun yang salah
........................................ XX

2 | Koreksi alternatif 2 Dr. Akun yang
salah........cooiiii XX
Cr. Akun yang
o510 1 T TT R — XX

VIII. 2.2 Standar Jurnal Koreksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi koreksi
pengembalian pendapatan dan belanja di PPKD :
No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengembalian Kelebihan | Dr. Pendapatan-LO...........c.coooooiiin, XX
Pendapatan periode berjalan | cr Kas di bend.
dan dana belum disetorkan | penerimaan...............c..ccv...... XX
ke kas daerah
Dr. Pendapatan-LRA ...........c.coeieennnn. XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL
..................... XX
2 | Pengembalian Kelebihan | Dr. Pendapatan-LO............c...oooooiiiinnn, XX
Pendapatan periode berjalan | Cr. RK PPKD
(dana sudah disetorkan ke | Konsolidator..............cccceevvenenn. XX
kas daerah) atau periode
sebelumnya dimana laporan
keuangan belum diterbitkan Dr. Pendapatan—LRA .......................... XX
Cr. Estimasi Perubahan SAL
..................... XX
3 | Pengembalian kelebihan | Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran.......... XX
belanja periode berjalan atau | Cr,
periode sebelumnya dimana | Beban.................oooooovvvooooooooooeeeeeeeereeess XX
laporan keuangan  belum
diterbitkan (kas diterima oleh ) , h
bendahara pengeluaran) Dr. Estimasi Perubahan SAL ................. XX
CoF. BElATE e oo s s i s oo 15 1 smamenmns 1 XX
4 | Pengembalian kelebihan | Dr. RK PPKD Konsolidator ........................ XX
belanja periode berjalan atau | Cr.
periode sebelumnya dimana | Beban..........c...cccoovvieeeiiveieiiiiieeennieenneeens XX
laporan keuangan  belum
diterbitkan, kas tidak ) )
diterima.  oleh. Bendahara | PF- Estlm.am Perubahat SAL .uesseesssssmms XX
Pengeluaran (disetor Cr. Belanja ............................................ XX

langsung ke kas daerah)




Pengembalian kelebihan
belanja periode sebelumnya,
laporan  keuangan sudah
diterbitkan (sudah diaudit),
transaksi ini hanya
dibukukan di DPKD sebagai
PPKD

Dr.
Konsolidator

Cr.

Dr. Estimasi
Cr.

RK PPKD
........................... XX
Pendapatan Lain-lain-
.............. XX
Perubahan SAL ................. XX
Pendapatan Lain-lain-
........ XX




C. AKUNTANSI DI PPKD KONSOLIDASIAN

I. UMUM

Akuntansi di PPKD Konsolidasian meliputi prosedur akuntansi yang terdiri
dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari
pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBD oleh PPKD sebagai konsolidator laporan keuangan.

Prosedur Akuntansi di PPKD sebagai Konsolidasian laporan keuangan
meliputi:

Prosedur akuntansi anggaran

Prosedur akuntansi penerimaan kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi aset;

Prosedur akuntansi kewajiban;
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Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi di PPKD terdiri dari :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PPKD), yang memiliki tugas

sebagai berikut:

a. Mencatat transaksi anggaran, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban,
ekuitas dana berdasarkan bukti-bukti terkait;

b. Memposting jurnal ke dalam buku besar;

c. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Operasional,
Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

2. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang
di PPKD, yang memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas
transaksi yang terkait dengan proses pelaksanan akuntansi di PPKD
Konsolidasian.

II. PROSEDUR AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran pada PPKD Konsolidasian selaku pengguna anggaran
meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai
dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan data keuangan serta
pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran PPKD.

I1.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan data anggaran
adalah DPA SKPD, DPPA-SKPD, DPA-PPKD, dan DPPA-PPKD, dan bukti
memorial.

I1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Anggaran

Uraian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh
PPK PPKD dalam melakukan pencatatan data anggaran. Secara umum
prosedur akuntansi anggaran meliputi :



1. Fungsi Akuntansi pada PPK-PPKD berdasarkan DPA SKPD, DPPA-SKPD,
DPA-PPKD, dan DPPA-PPKD mencatat ke dalam buku jurnal anggaran.
Setiap jurnal disertai rekening-lawan “estimasi perubahan SAL”.

2. Bukti transaksi anggaran adalah DPA SKPD, DPPA-SKPD, DPA-PPKD,
dan DPPA-PPKD

I1.3 Standar Jurnal Transaksi Anggaran

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat anggaran di PPKD

Konsolidasian :
No Data Standar Jurnal
1 | Anggaran belanja | Dr. Beban Limpahan
SKPD/PPKD | e XX
Cr. RK
S S U P ITITITITTITITIIIT XX

I1.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh data anggaran, pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang bertindak sebagai
PPKD Konsolidasian:

III. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PPKD KONSOLIDASIAN

Akuntansi penerimaan kas pada PPKD Konsolidasian meliputi serangkaian
proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan,
penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan
serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas PPKD
Konsolidasian.

Pada umumnya transaksi penerimaan kas yang ada di lingkungan PPKD
Konsolidasian berasal dari :

1. Pendapatan-LO di SKPD atau PPKD selaku pengguna anggaran

2. Pengembalian beban di SKPD atau PPKD selaku pengguna anggaran

3. Penjualan Aset di SKPD atau PPKD selaku pengguna anggaran

4. Penerimaan Pinjaman di SKPD atau PPKD selaku pengguna anggaran

III.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
penerimaan kas PPKD Konsolidasian adalah sebagai berikut :

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat
yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang
dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk
untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak.

3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) merupakan dokumen yang
dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk
menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi.

4. Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dokumen yang diselenggarakan
Bendahara  Penerimaan untuk menerima/mencatat transaksi




pendapatan dan bagi PPK SKPD untuk dijadikan dokumen dalam
menyelenggarakan akuntansi pada SKPD

Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan
Bendahara  Penerimaan untuk  menyetor/mencatat transaksi
pendapatan dan bagi PPK SKPD untuk dijadikan dokumen dalam
menyelenggarakan akuntansi pada SKPD.

Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
pendapatan.

Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum
daerah.

Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum.

II1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas PPKD Konsolidasian

Uraian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh
PPKD dalam melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas PPKD
Konsolidasian. Secara umum prosedur akuntansi penerimaan kas PPKD
Konsolidasian meliputi :

1.

Fungsi Akuntansi pada PPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke
dalam buku jurnal penerimaan kas. Setiap jurnal disertai rekening-
lawan asal penerimaan kas yang dimaksud.

Penerimaan kas dari penerimaan pendapatan-LO SKPD atau PPKD
selaku pengguna anggaran dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan seluruh jumlah penerimaan pendapatan (bruto) dan tidak
dibenarkan mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran biaya).

Penerimaan kas dari pengembalian beban SKPD atau PPKD selaku
pengguna anggaran dilakukan oleh PPKD berdasarkan SPJ bendahara
pengeluaran

. Penerimaan kas dari aset dan kewajiban PPKD selaku pengguna

anggaran dilakukan oleh PPKD berdasarkan nilai nominal
Bukti transaksi pendapatan mencakup antara lain:
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PBB);
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (SPTPD BPHTB);
Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS PBB);
Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
Surat Tanda Setoran (STS);
Bukti transfer;
. Nota kredit;
Bukti penerimaan lainnya;
Bukti memorial.
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II1.3 Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Kas PPKD Konsolidasian

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan Kas
PPKD Konsolidasian :

No Transaksi Standar Jurnal

1 | Pendapatan-LO di SKPD atau | Dr. Kas di Kas Daerah............................. XX
PPKD selaku pengguna Cr. RK SKPD/PPKD........cccoiviiieieaenieennn. XX
anggaran

2 | Pengembalian beban di SKPD | Dr. Kas di Kas Daerah...............ccc.cooe XX
atau PPKD selaku pengguna Cr. RK SKPD/PPKD..........ccovureireiieanenn. XX
anggaran

3 | Penjualan Aset di SKPD atau | Dr. Kas di Kas Daerah................cc........... XX
PPKD selaku pengguna Cr. RK SKPD/PPKD..........ceeviiieeeeiieaennn. XX
anggaran

4 | Penerimaan Pinjaman di PPKD | Dr. Kas di Kas Daerah....................cccee. XX
selaku pengguna anggaran Cr. RK PPKD......oviiiiiiiiiiiiieiciieeieeieiaes XX

IV. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PPKD KONSOLIDASIAN

Akuntansi pengeluaran kas pada PPKD Konsolidasian meliputi serangkaian
proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan,
penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan
serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas di PPKD
Konsolidasian.

Pada umumnya transaksi pengeluaran kas yang ada di lingkungan PPKD

Konsolidasian berasal dari :

1. Pengisian UP/GU/TU dan Beban di SKPD atau PPKD selaku pengguna
anggaran

2. Pengembalian pendapatan di SKPD atau PPKD selaku pengguna anggaran

3. Perolehan Aset di SKPD atau PPKD selaku pengguna anggaran

4. Pelunasan Pinjaman di SKPD atau PPKD selaku pengguna anggaran

IV.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
belanja dan beban adalah sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat
yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran.

3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah.

4. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya merupakan
dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk.




6. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
pengeluaran daerah.

7. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah.

8. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa
pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai
belanja.

IV.2 Uraian Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas PPKD Konsolidasian

1. Fungsi Akuntansi pada PPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke
dalam buku jurnal pengeluaran kas.

2. Pengeluaran kas atas pengisian UP/GU/TU dan beban dari LS di SKPD
atau PPKD selaku pengguna anggaran dilaksanakan berdasarkan asas
bruto

3. Pengeluaran kas atas pengembalian pendapatan di SKPD atau PPKD
selaku pengguna anggaran dicatat berdasarkan SPJ Pendapatan

4. Pengeluaran kas atas perolehan Aset di SKPD atau PPKD selaku
pengguna anggaran dicatat berdasarkan nilai nominal

5. Pengeluaran kas atas Pelunasan Pinjaman di SKPD atau PPKD selaku
pengguna anggaran dicatat berdasarkan nilai nominal

6. Bukti transaksi beban dan belanja mencakup antara lain:

Daftar Belanja

Bukti Memorial

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D);

Bukti Transfer;

Nota debit bank;

Bukti pengesahan SPJ;

g. Bukti Pengeluaran lainnya.
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IV.3 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas PPKD Konsolidasian

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas
di PPKD Konsolidasian:

No Transaksi Standar Jurnal

1 Pengeluaran kas atas pengisian | Dr. RK SKPD/PPKD.............c..ooiiiiiiis XX
UP/GU/TU dan beban dari LS di Cr. Kas di Kas Daerah..........c..c.c.coeeennee. XX
SKPD atau PPKD selaku pengguna
anggaran

2 | Pengeluaran kas atas | Dr. RK SKPD/PPKD...........cocooiiiiiiiniinnn. XX
pengembalian pendapatan di SKPD Cr. Kas di Kas Daerah...........ccccccoueuen. XX
atau PPKD selaku pengguna
anggaran

3 Pengeluaran kas atas perolehan | Dr. RK SKPD/PPKD...........ccocooiiiiiiinnnn. XX
Aset di SKPD atau PPKD selaku Cr. Kas di Kas Daerah...............cccocoeee... XX
pengguna anggaran

4 | Pengeluaran kas atas Pelunasan | Dr. RK PPKD.................oo XX
Pinjaman  di ~ PPKD  selaku |  Cr. Kas di Kas Daerah........................... XX
pengguna anggaran




V.

IV.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas.
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang bertindak sebagai PPKD
Konsolidasian.

PROSEDUR AKUNTANSI ASET PPKD KONSOLIDASIAN

Akuntansi aset pada PPKD Konsolidasian meliputi serangkaian proses, baik
manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan aset PPKD Konsolidasian.

Aset pada PPKD Konsolidasian pada umumnya terdiri dari kas dan piutang
dari kelebihan menyetor potongan PFK.

Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti
memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut :

o= 1A 1S

Tanggal transaksi
Jenis/nama aset
Kode rekening terkait
Klasifikasi aset

Nilai aset.

V.1 Prosedur Akuntansi Aset Kas

Prosedur akuntansi berupa aset kas sudah melekat pada transaksi
penerimaan kas, pengeluaran kas serta transaksi utang dan piutang PPKD
Konsolidasian.

V.2 Prosedur Akuntansi Aset Piutang (dapat ditagih/diterima sampai
dengan 12 bulan)

Akuntansi aset piutang pada PPKD Konsolidasian meliputi serangkaian
proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan,
penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan
serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi piutang PPKD
Konsolidasian.

Piutang pada PPKD dapat berupa piutang potongan Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK).

V.2.1 Dokumen Sumber
Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rekening Koran

2. SP2D

3. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke
dalam Jurnal Umum.

4. Bukti lainnya.

V.2.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Piutang

1. Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan bukti transaksi mencatat piutang
di dalam Jurnal Umum.

2. Piutang disajikan dalam nilai yang dapat direalisasikan.

3. Bukti transaksi mencakup antara lain:



4.

a. SP2D

b. Bukti memorial;

c. Bukti lainnya.

Piutang diakui dan dicatat pada akhir periode pelaporan keuangan
(triwulanan/tahunan) dan disajikan dalam laporan keuangan periode
tersebut.

V.2.3 Standar Jurnal Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan

12 bulan)

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi piutang lancar
(dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) di PPKD Konsolidasian :

No Transaksi Standar Jurnal
1 | Pengakuan Piutang Potongan | Dr. Piutang Potongan PFK.................. XX
PFK Cr. Utang Potongan
PEK...........cissonamsnns XX

VI.

V.2.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi piutang potongan PFK
pada PPKD Konsolidasian.

PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN PPKD KONSOLIDASIAN

Akuntansi kewajiban pada PPKD Konsolidasian meliputi serangkaian proses,
baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan kewajiban/utang PPKD Konsolidasian.

Pada umumnya kewajiban yang timbul dalam transaksi umumnya berasal dari
pemotongan PFK pada SP2D LS.

V1.1 Dokumen Sumber

Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur
akuntansi kewajiban terdiri dari:

1.

G O 25 (0

s

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana
yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

Nota kredit,

Nota debet,

Kontrak perjanjian pinjaman,

Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum,

Bukti transaksi lainnya.

VI. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Kewajiban PPKD Konsolidasian

1.

2.

Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat
kewajiban di dalam Jurnal Umum.
kewajiban dicatat berdasarkan nilai nominal.




3. kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

4. Bukti transaksi mencakup antara lain:

SPM,

SP2D,

Nota kredit,

Nota debet,

Perjanjian pinjaman,

Bukti memorial,

Bukti lainnya.

oo ao o

VI1. 3 Standar Jurnal Kewajiban

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi kewajiban di
PPKD Konsolidasian:

Transaksi Standar Jurnal

Pengakuan utang potongan | Dr. Kas di Kas Daerah.................. XX
PFK Cr.Utang Potongatl PEK: coeeconsissssnisens XX




D. AKUNTANSI DI BUD

I. UOMUM

Akuntansi BUD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses,
baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan,
sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan
keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan
kas BUD.

Akuntansi BUD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD dengan prosedur
meliputi:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas.

2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi BUD terdiri dari:

1. Fungsi Akuntansi BUD, memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mencatat transaksi berdasarkan bukti-bukti terkait;
b. Memposting jurnal ke dalam buku besar;
c. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengelola Kas Daerah, memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen
atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanan akuntansi BUD.

II. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS BUD

Akuntansi penerimaan kas BUD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Penerimaan kas BUD antara lain meliputi penerimaan kas yang berasal dari
pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah, penyetoran sisa kas dari SKPD,
pengembalian belanja, penerimaan kas Perhitungan Pihak Ketiga, dan
penerimaan pungutan pajak pusat dari SP2D LS Pihak Ketiga.

II.1 Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi

penerimaan kas (penerimaan pendapatan) adalah sebagai berikut:

1. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan
dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke
rekening Kas Daerah,

2. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
penerimaan/pengeluaran daerah,

3. Nota kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum
daerah,

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk.

5. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum,



6. Bukti penerimaan lainnya.

I1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

1. Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan dokumen sumber mencatat
transaksi penerimaan kas BUD ke dalam Jurnal Umum.

2.

Penerimaan kas yang berasal

dari pendapatan dan penerimaan

pembiayaan daerah dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan secara bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran)

Bukti Transfer,
Nota Kredit,
SP2D LS,

Bukti memorial,

SO Q0 o

Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
Surat Tanda Setoran,

Bukti Penerimaan lainnya.

I1.3 Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Kas Pendapatan

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas

BUD:

No Transaksi Standar Jurnal

1 Penerimaan PAD Dr. Kas di Kas Daerah.....cc.cooovvviiiiiiinnnnnn. XX

Cr. Pendapatan Asli Daeral....;.cossmsmesssesssins XX

2 Penerimaan Dana | Dr. Kas di Kas Daerah......ccccooovviiiiiiiinnnnn.. XX
Perimbangan Cr. Dana Perimbati@a s sssssssssisssssssssssapins XX

3 Penerimaan Lain-lain | Dr. Kas di Kas Daerah............cccoiviiinni. XX
Pendapatan Daerah | Cr, Lain-lain Pendapatan Daerah  yang
vang Sah SAN .o XX

4 Penerimaan D, Kas . Kas DEerall. . cosunmssmmmsnmmsmmmns XX
Pembiayaan Daerah | Cr. Penerimaan Pembiayaan.............cceoue..... XX

5 Penerimaan setoran | Dr. Kas di Kas Daerah..........c.coooiiiiinne. XX
sisa kas Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran................. XX

) Penerimaan Dr. Kasdi Kas Daerah......cccoovvvviiiiinnnnnn.. XX
pengembalian belanja | Cr. Belanja............cocvveevveeaiveeeiiueeeneeenireannns XX
dari SKPD

7 Penerimaan Kas | Dr. Kasdi Kas Daerah......cccccoooviiiiiiiiinnnnn... XX
Perhitungan  Pihak | Cr. Utang Perhitungan Pihak Ketiga................ XX
Ketiga

8 Penerimaan Dr. Kasdi Kas Daerah......cccooovvviiiiiiiiannnn.. XX
pungutan pajak dari | Cr. Utang Pajak ..........cceeeeruveeenereeneeenineennens XX
SP2D LS Pihak
Ketiga

11.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi penerimaan kas.
Transaksi ini didasarkan atas BKU Kas Daerah pada selama tahun
anggaran 2012.




2 Januari 2012

15 Januari 2012

5 Pebruari 2012

6 Pebruari 2012

8 Pebruari 2012

10 Pebruari 2012

17 Pebruari 2013

20 Pebruari 2012

25 Pebruari 2012

28 Pebruari 2012

Diterbitkan SP2D LS senilai Rp.1.259.387.500,00 atas
pembayaran gaji Gol. IV dan III bulan Januari 2012 untuk
Dinas Kesehatan dengan rincian:

Gaji Pokok

Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional Umum
[uran Wajib Pegawai Rp52.240.000,00
Taperum Rp22.575.000,00

Tanggal pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke
rekening Dinas Kesehatan adalah 2 Januari 2009.

Rp999.510.000,00
Rp97.457.125,00
Rp99.951.000,00
Rp62.469.375,00

Diterbitkan SP2D LS wuntuk Dinas Kesehatan sebagai
pembayaran untuk penyediaan bahan obat-obatan senilai
Rp200.000.000,00 ke rekening CV. AB pada Bank XX dan
jumlah pajak yang dipungut yaitu Pph 22 Rp2.727.272,00
dan PPN Rp18.181.818,00. Pembayaran tersebut di bebankan
pada anggaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan.

Tanggal pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke
rekening pihak ketiga adalah 16 Januari 2012.

DPKD menerima transfer Dana Bagi Hasil BBNKB untuk
bulan Januari 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 .

Diterima setoran retribusi pelayanan kesehatan dari Dinas
Kesehatan sebesar Rp1.000.000,00.

DPKD menerima setoran pajak restoran  sebesar
Rp5.000.000,00 yang disetor langsung oleh wajib pajak.
DPKD menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor dari Provinsi untuk bulan Desember 2011 sebesar
Rp1.000.000.000,00.

Diterima setoran atas pengembalian belanja dari kegiatan
penyediaan ATK sebesar Rp50.000,00 untuk belanja alat tulis
kantor.

DPKD melakukan pencairan dana cadangan untuk kegiatan
pembangunan gedung sekolah. Nilai dana cadangan yang ada
dalam rekening Dana Cadangan sebesar
Rp52.000.000.000,00 yang terdiri dari pokok Dana Cadangan
Rp50.000.000.000,00 dan Jasa Giro sebesar
Rp2.000.000.000,00.

DPKD menerima transfer sebesar Rp10.000.000.000,00 dari
Bank Jabar Banten yang merupakan pinjaman Pemerintah
Kota Tangerang kepada Bank Jabar Banten. Jangka waktu
pinjaman adalah 5 tahun dengan bunga 11% per tahun.
Cicilan dan pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam 1
tahun, yaitu pada bulan Agustus dan Pebruari. Pembayaran
dilakukan mulai bulan Agustus tahun 2009.

Diterima setoran atas Uang Persediaan Dinas Kesehatan
sebesar Rp3.000.000,00.



Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi BUD akan mencatat Jurnal
sebagai Berikut:

Tanggal

Kode
Akun

Uraian

Debet

Kredit

2-01-12

Kas di Kas Daerah

Utang Taperum

Utang Perhitungan Pihak III Lainnya

(Penerimaan kas dari PFK berasal dari gaji Gol. Il dan IV
bulan Januari 2009 pada Dinas Kesehatan)

74.815.000

22.575.000
52.240.000

5-02-12

Kas di Kas Daerah

Bagi Hasil dari BBNKB

(Penerimaan pendapatan dari bagi hasil BBNKB untuk
bulan Januari 2012)

3.000.000.000

3.000.000.000

6-02-12

Kas di Kas Daerah

Retribusi Pelayanan Kesehatan

(Penerimaan pendapatan dari Retribusi Pelayanan
Kesehatan Dinas Kesehatan)

1.000.000

1.000.000

8-02-12

Kas di Kas Daerah
Pajak Restoran
(Penerimaan pendapatan Pajak Restoran dari DPKAD)

5.000.000

5. 000.000

10-02-12

Kas di Kas Daerah

Bagi Hasil dari PKB

(Penerimaan pendapatan dari bagi hasil PKB untuk bulan
Desember 2008)

1.000.000.000

1.000.000.000

17-02-12

Kas di Kas Daerah

Belanja ATK

(Penerimaan pengembalian belanja ATK untuk kegiatan
Penyediaan ATK Dinas Kesehatan)

50.000

50.000

20-02-12

Kas di Kas Daerah
Pencairan Dana Cadangan
(Penerimaan dari pencairan pokok dana cadangan)

50.000.000.000

50.000.000.000

20-02-12

Kas di Kas Daerah
Jasa Giro DCD
(Penerimaan Jasa Giro dari pencairan dana cadangan)

2.000.000.000

2.000.000.000

25-02-12

Kas di Kas Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan
Bank

(Penerimaan pinjaman daerah dari Bank Jabar Banten)

10.000.000.000

10.000.000.000

28-02-12

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

(Penerimaan pengembalian Kas SP2D UP dari Dinas
Kesehatan)

3.000.000

3.000.000




III.

PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS BUD

Akuntansi pengeluaran kas BUD meliputi serangkaian proses, baik manual
maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan pengeluaran kas.

Pengeluaran kas belanja BUD meliputi pengeluaran kas untuk belanja,
pengeluaran pembiayaan, penyetoran Pungutan Pihak Ketiga, penyetoran
pemotongan pajak pusat (PPh dan PPN), dan pengembalian pendapatan.

II1.1 Dokumen Sumber yang Digunakan:

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi
pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

1.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk,

Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer
pengeluaran daerah,

Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang
menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum
daerah,

Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal
Umum,

Bukti pengeluaran lainnya.

II1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

1.

ol

Fungsi Akuntansi BUD berdasarkan bukti dokumen sumber mencatat
transaksi pengeluaran kas BUD ke dalam Jurnal Umum. Transaksi
pengeluaran kas antara lain meliputi:

a. Pengisian kas belanja SKPD dan PPKD selaku pengguna anggaran
melalui mekanisme UP/GU/TU dan LS dimana kas terlebih dahulu
diterima oleh bendahara pengeluaran,

Transaksi belanja LS

Transaksi belanja SKPKD,

Pengembalian pendapatan.

Akuntans1 belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Bukti transaksi Pengeluaran kas mencakup antara lain:

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D),

Bukti transfer,

Nota debet,

Bukti memorial,

Bukti Pengeluaran lainnya.

oo o
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II1.3 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas

Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas
BUD yang dilaksanakan BUD :

No

Transaksi Standar Jurnal

Pengisian kas Bendahara | Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran.............. XX
Pengeluaran Cr. Kas di Kas Daerahi: qussswwevens s sesss sosssmosnss XX




2 Pelaksanaan Belanja SKPD Dr. Belanja........coeeveeniiiniiiiieiiicieieeean XX
Cr. Kas di. Kas Daetal . oo svsons ensemsensanuasss XX
3 Pelaksanaan Belanja PPKD DT, Belan a . v susasussnss ssams sws sanwss sos ms sms s v XX
Cri Kas di Kas: Daerab e s s ssesmevss s s smves XX
4 Pelaksanaan Pengeluaran | Dr. Pengeluaran Pembiayaan........................ XX
Pembiayaan di PPKD Cr. Kas di Kas Daerah..........cccoveeuviiinieeinnennnnnn. XX
S Pengembalian Kelebihan | Dr. Pengeluaran Pembiayaan..................... XX
Pendapatan periode berjalan | cr. Kas di Kas Daerah............cccooveveeveervenenenne. XX
dan periode sebelumnya dimana
Laporan Keuangan belum
diterbitkan
6 Pengembalian kelebihan | Dr. SILPA.........ccoiiiiiiiiiiiiicicece i crissa s raens XX
pendapatan bersifat tidak | Cr Kas di Kas Daerah...........ccccccveevvevvereeennann. XX
berulang dan Laporan
Keuangan telah diterbitkan
7 Penyetoran kas Perhitungan | Dr. Utang Perhitungan Pihak Ketiga.............. XX
Pihak Ketiga Cr. Kas di Kas Daerah..........ccoovuvvinviinncnnennn. XX
8 Penyetoran pungutan pajak dari | Dr. Utang Pajak............cc.ooiiiiiiinniinninnnn. XX
SP2D LS Pihak Ketiga Cr. Kas di Kas Daerah.........: s o XX

II1.4 Ilustrasi Jurnal

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas.
Berikut disajikan beberapa transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada tahun
2012 berdasarkan BKU Kas Daerah yang diterima oleh Fungsi Akuntansi BUD.

2 Januari 2012 Diterbitkan SP2D LS senilai Rp.1.259.387.500,00 atas
pembayaran gaji Gol. IV dan III bulan Januari 2012 untuk
Dinas Kesehatan dengan rincian:

Gaji Pokok Rp999.510.000,00
Tunjangan Keluarga Rp97.457.125,00
Tunjangan Jabatan Rp99.951.000,00
Tunjangan Fungsional Umum Rp62.469.375,00
Iuran Wajib Pegawai Rp52.240.000,00
Taperum Rp22.575.000,00

Tanggal pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke
rekening Dinas Kesehatan adalah 2 Januari 2009.

3 Januari 2012 Diterbitkan SP2D LS untuk pengembalian pendapatan bagi
hasil BBNKB yang diterima pada TA 2011 sebesar
Rp1.500.000.000,00. Laporan keuangan TA 2011 sedang dalam
tahap penyusunan. (Transaksi SKPKD)

5 Januari 2012 Diterbitkan SP2D UP untuk pelaksanaan kegiatan selama bulan
Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

15 Januari 2012 Diterbitkan SP2D LS untuk Dinas Kesehatan sebagai
pembayaran untuk penyediaan bahan obat-obatan senilai
Rp200.000.000,00 ke rekening CV. AB pada Bank XX dan
jumlah pajak yang dipungut yaitu Pph 22 Rp2.727.272,00 dan
PPN Rp18.181.818,00. Pembayaran tersebut di bebankan pada
anggaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
Tanggal pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke
rekening pihak ketiga adalah 16 Januari 2012.



30 Januari 2012

5 Pebruari 2012

2 Mei 2012

25 Agustus 2012
25 Agustus 2012

15 Oktober 2012

Berdasarkan surat perintah kepala DPKAD disetorkan IWP dan
Taperum Dinas Kesehatan.

Diterbitkan  SP2D-LS  sebesar = Rp2.500.000,00 untuk
pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel bintang tiga
STS No 104 tanggal 2 Januari 2009, dana dipindahbukukan ke
rekening wajib pajak tanggal 4 Pebruari 2012. (Transaski
pendapatan SKPD)

Diterbitkan SP2D LS untuk pemberian hibah kepada KPUD
sebesar Rp1.000.000.000,00.

Diterima SP2D LS untuk pembayaran bunga pinjaman dalam
negeri kepada Bank Jabar Banten sebesar Rp.550.000.000,00.

Diterima SP2D LS untuk pembayaran cicilan I pokok pinjaman
dalam negeri kepada Bank Jabar Banten Rp.1.000.000.000,00.

Diterima SP2D LS untuk penyertaan modal kepada PDAM

sebesar Rp2.500.000.000,00.

Dari transaksi tersebut di atas, Fungsi Akuntansi BUD akan mencatat Jurnal

sebagai Berikut:

Kode
Rekening

Tanggal

Uraian

Debet

Kredit

2-01-12

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional Umum

Kas di Kas Daerah

(pemindahbukuan ke rekening Dinas Kesehatan untuk
pembayaran gaji bulan Januari 2012)

999.510.000
97.457.125
99.951.000
62.469.375

1.259.387.500

3-01-12

Bagi Hasil BBNKB

Kas di Kas Daerah

(Koreksi pengembalian pendapatan atas bagi hasil
PBB TA 2011).

1.500.000.000

1.500.000.000

5-01-12

Kas di Bend. Pengeluaran

Kas di Kas Daerah

(Pemindahbukuan ke rekening bendahara
pengeluaran Dinas Kesehatan sebagai UP untuk
Januari 2012)

25.000.000

25.000.000

16-01-12

Belanja Bahan Obat-obatan

Kas di Kas Daerah

(Pemindahbukuan ke rekening CV AB untuk
pembayaran kegiatan penyediaan obat-obatan)

200.000.000

200.000.000

30-01-12

Utang Taperum

Utang Perhitungan Pihak III Lainnya

Kas di Kas Daerah

(Penyetoran kas PFK berasal dari gaji Gol. Il dan IV
bulan Januari 2012 pada Dinas Kesehatan)

22.575.000
52.240.000

74.815.000

4-02-12

Pajak Hotel Bintang Tiga

Kas di Kas Daerah

(Koreksi pengembalian pendapatan atas Pajak Hotel
tanggal 2 Januari 2012).

2.500.000

2.500.000

2-05-12

Hibah kepada Pemerintah Pusat
Kas di Kas Daerah
(Pemberian hibah kepada KPU)

1.000.000.000

1.000.000.000

25-08-12

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan
Bank

Kas di Kas Daerah

(Pembayaran bunga pinjaman kepada Bank Jabar
Banten untuk utang Jangka Panjang)

550.000.000

550.000.000

25-08-12

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada
Lembaga Keuangan Bank

Kas di Kas Daerah

(Pembayaran cicilan pokok I kepada Bank Jabar
Banten untuk utang Jangka Panjang)

1.000.000.000

1.000.000.000

15-10-12

Penyertaan Modal ke BUMD
Kas di Kas Daerah
(Penyertaan modal kepada PDAM)

2.500.000.000

2.500.000.000
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Prosedur akuntansi sebagaimana dalam lampiran ini diterapkan pada
pencatatan transaksi keuangan dalam Sub Sistem Akuntansi SKPD, Sub
Sistem Akuntansi PPKD, Subsistem akuntansi Konsolidasian (SKPKD),
Subsistem akuntansi BUD (Kuasa BUD), Subsistem akuntansi Aset Tetap dan
Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap (Kuasa BUD Aset Tetap) sejak
diterapkannya Akuntansi Basis Akrual.

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. WAHIDIN HALIM



